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BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMORG& ?TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

Memmbang

Mengingat

a.

£

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kontribusi Rumah Sakit
Umum Daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat
dan untuk menjamin kelancaran pengelolaan Rumah Sakit
Umum Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah, diperlukan pedoman dalam penerapan tata kelola
keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola
BLUD:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan buruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 427 1);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cinta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); [



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488)
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019
tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan
Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022
tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 946);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 207).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.



10.
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19.

20.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Manggarai Barat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala BPKAD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Komodo
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
scbagal pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
Daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
vang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
masyarakat.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa
mencari  keuntungan dalam rangka ~ memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Praktik Bisnis yang Sechat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian layanan vang bermutu dan
berkesinambungan.

Rumah Sakit Umum Daerah Komodo yang selanjutnya
disebut RSUD Komodo adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Komodo Kabupaten Manggarai Barat,

Pejabat Pengelola adalah Direktur, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Komodo.
Direktur adalah Direktur RSUD Komodo selaku Pemimpin
BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Dewan Pengawas RSUD Komodo yang selanjutnya disebut
Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Komodo.

Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawasan yang
dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas RSUD Komodo.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima)
tahunan,

Rencana Strategis Bisnis RSUD Komodo, yang selanjutnya
disebut RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat
visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian
kinerja, dan arah kebijakan operasional RSUD Komodo. A



21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Komodo, yang
selanjutnya disebut DPA RSUD Komodo adalah dokumen
yang memuat Pendapatan dan Biaya, proyeksi arus kas,
jumlah, dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan, serta digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh RSUD Komodao.

22.Rencana Kerja dan Anggaran yang sclanjutnya disingkat
RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

24.Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Komodo, yang
selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan
bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD Komodo.

25, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

26. Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negen sipill dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya, serta diberikan penghasilan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

27. Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

28. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki
jabatan pemerintahan.

29, Pegawai Non ASN yvang selanjutnya disebut pegawai BLUD
adalah pegawai yang bukan berstatus sebagai pegawai ASN
yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

30. Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawasan yang
dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas RSUD Komodo.

31. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM
adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal
yang diberikan oleh RSUD Komodo kepada masyarakat.

32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kembali.

33. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun
anggaran bersangkutan vang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD. £



34.

35.
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43.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi
ckuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau

Jasa untuk keperluan operasional RSUD Komodo.

Pinjaman BLUD, vang selanjutnya disebut Pinjaman adalah
semua transaksi yang mengakibatkan RSUD Komodo
sebagai pelaksana BLUD menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat vang bernilai uang dari pihak lain
sehingga RSUD Komodo dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan
RSUD Komodo dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yvang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan
realisasi biaya BLUD pada 1 (satu) tahun anggaran.

Basis Akrual adalah bisnis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang RSUD Komodo yang dibuka oleh Direktur pada bank
umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan
dan pembayaran pengeluaran RSUD Komodo.

Kelompok Staf Medis, vang selanjutnya disingkat KSM
adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang
melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima
sesual dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan
profesi masing- masing di RSUD Komodo.

Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh RSUD Komodo termasuk imbal hasil yang
wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Satuan Organisasi adalah yang mencakup instalasi dan
unit- unit di RSUD Komodo.

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat
PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang
meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.

. Pilutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang

selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN
bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih
terdapat sisa utang.

45. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

eyt An o R

Pejabat Pengelola BLUD,

struktur anggaran;

penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan RBA;
pelaksanaan anggaran;

pengelolaan piutang;

pengelolaan pinjaman;

investasi;

pengelolaan aset;

pengelolaan SiLPA;

akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
evaluasi dan penilaian kinerja; dan

pembinaan dan pengawasan. A



BAB I
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat di lingkungan BLUD
vang diberi tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan
keuangan BLUD.

(2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a.

Pemimpin;

b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan

cl

Pejabat Teknis.

(3) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dar1:

i -

Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD;
Bendahara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran; dan

Pengurus Barang,

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Pemimpin BLUD

Pasal 4

(I) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

(2)

a.

a0

i.

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;

. merumuskann penetapan kebijakan teknis BLUD serta

kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Bupat,
menyusun Renstra;

. menyiapkan RBA;
. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis

kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundangan-undangan;

. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang

dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal serta men
yampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan keuangan
BLUD; dan

melaksanakan tugas lainnva vang ditetapkan oleh Bupati
sesuai kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pemimpin BLUD juga mempunyai kewenangan
sebagai berikut:

a.

menetapkan kebijakan strategis operasional BLUD untuk
meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan;£



(3)

b. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BLUD
sesuai ketentuan yang berlaku;

c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak
ketiga, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan RBA;

d. menetapkan dan menugaskan pejabat keuangan, pejabat
teknis, serta pegawai lainnya di lingkungan BLUD;

e. mengelola dan menggunakan pendapatan BLUD secara
langsung, sesuai prinsip fleksibilitas pengelolaan
keuangan BLUD;

f. menolak atau menyetujui pengeluaran vang tidak sesuai
dengan ketentuan anggaran dan standar pelayanan;

g. mengajukan usulan remunerasi atau insentif kinerja bagi
pejabat dan pegawai BLUD; dan

h. melakukan tindakan hukum atas nama BLUD, dalam
batas kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas:

a. seluruh kegiatan operasional dan keuangan BLUD, baik
administratif maupun fungsional;

b. kebenaran dan keandalan laporan keuangan BLUD,
termasuk laporan tahunan;

c. pencapaian target kinerja dan pelayanan publik sesuai
indikator dalam RBA;

d. tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi
keuangan BLUD;

e. kerugian keuangan BLUD yang terjadi akibat kelalaian
atau penyalahgunaan wewenang

f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat; dan

g. pemeliharaan aset dan kekayaan Daerah yang dikelola
oleh BLUD.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab Pengelola Keuangan

(1)

(2)

BLUD

Pasal 5
Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) hurufl b mempunyai tugas pokok sebagai
berikut:
merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
mengoordinasikan penyusunan RBA;
menyiapkan DPA;
melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi,
menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada dibawah penguasaannya;
menyelenggarakan sistem informasi manajemen
keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh
Bupati dan/atau  pemimpin sesuai  dengan
kewenangannya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pengelola Keuangan mempunyai
kewenangan sebagai berikut:
a. menyetujui dokumen pengeluaran dan penerimaanf
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(3)

(1)

(2)

keuangan BLUD sesuai kewenangan;

b. menandatangani dokumen pertanggungjawaban
keuangan BLUD;

c. mengatur dan mengawasi penggunaan dana operasional
sesual Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);

d. menolak pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
atau RBA; dan

e. memberikan rekomendasi terhadap kebijakan keuangan
kepada Pemimpin BLUD.

Pejabat Pengelola Keuangan BLUD bertanggung jawab:

a. Secara administratif dan fungsional atas seluruh
pengelolaan keuangan BLUD,;

b. atas keakuratan dan keandalan laporan keuangan BLUD;

c. terhadap kerugian keuangan vang timbul akibat kelalaian
dalam pelaksanaan tugas; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung jawab
Pejabat Teknis BLUD

Pasal 6

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf ¢ mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
sesuai dengan RBA;

¢. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis
operasional serta pelayanan di bidangnya; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab untuk:

a. Kebenaran dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan

b. teknis, termasuk hasil pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat;

c. Pemanfaatan sumber daya (SDM, sarana, dan dana)
secara efisien dan sesuai ketentuan;

d. Pemeliharaan peralatan, fasilitas, dan aset BLUD yang
digunakan dalam kegiatan teknis;

e. Pencapaian target kinerja teknis sesuai Rencana Bisnis
dan Anggaran (RBA);

f. Ketertiban administrasi teknis dan pelaporan kegiatan
unit kerja;

g. Kepatuhan terhadap prosedur dan Standar Operasional
Pelayanan (SOP) yang berlaku di lingkungan BLUD; dan

h. Kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna jasa.f



a,

b.
C.

BAB 11

STRUKTUR ANGGARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
Struktur anggaran BLUD RSUD Komodo terdiri atas:
Pendapatan;
Belanja; dan
Pembiayaan.
Bagian Kedua
Pendapatan
Pasal 8

Pendapatan BLUD RSUD Komodo bersumber dari:
a. retribusi jasa layanan kesehatan;

b. retribusi pemanfaatan barang milik Daerah;

c. hibah;

d. hasil kerja sama dengan pihak lain;

e. APBD; dan

f. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 9

Retribusi jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari

jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
atau pelanggan lainnya.

Retribusi pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah upaya optimalisasi

atas pemanfaatan barang milik Daerah wvang menjadi
kewenangan RSUD Komodo.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh

dari Pemerintah, BUMN/BUMD, masyarakat atau badan
lain.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah

berdasarkan naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf d dapat berupa hasil yang diperoleh dari

kerja sama BLUD.

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa

pendapatan yang bersumber dari APBD Kabupaten

Manggarai Barat.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf {, meliputi:

a. jasa giro,

b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibal
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh RSUD Komodo;

. hasil investasi; dan
pengembangan usaha.}

== 0



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 10

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (7) huruf [ dilakukan melalui pembentukan unit usaha
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian dari RSUD Komodo yang bertugas melakukan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD Komodo.

Pasal 11
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD
sesual RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
Pendapatan BLUD sebagaimana dalam Pasal 8 huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf f dilaksanakan melalui
Rekening Kas BLUD.,
Pendapatan BLUD sebagaimana dalam Pasal 8 huruf e
dilaksanakan melalui Rekening Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 12
Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:
a. Belanja operasi; dan
b. Belanja modal.
Belanja operasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari RSUD Komodo yang memberi manfaat jangka pendek,
meliputi:
a. Belanja pegawai,
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1
(satu) periode akuntansi, meliputi:
a. Belanja tanah;
b. Belanja peralatan dan mesin;
c. Belanja gedung dan bangunan;
d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
e. Belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 13
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢,
terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi: §



a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya,

h. divestasi; dan
penerimaan utang/pinjaman.

(4) Fcngeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf b, meliputi:

a. investasi,

b. pembayaran pokok utang/pinjaman; dan

c. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagain Kesatu

Penyusunan

Pasal 14

(1) RSUD Komodo menyusun Renstra dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
bagian dari Renstra Dinas.

(3) RSUD Komodo menyusun RBA mengacu pada Renstra.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan
pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya.

(5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara
efisien.

(6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku di Daerah.

(7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BLUD
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (6) berpedoman kepada harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

(2) Dalam hal standar satuan harga barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, maka
vang digunakan adalah harga pasar yang berlaku pada saat
penyusunan RBA dengan memperhitungkan tingkat
kenaikan harga (inflasi) sebagai penyesuaian harga pada
tahun pelaksanaan.

(3) Harga satuan dan penyesuaian harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan
Direktur. {



(4)

Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa vang
menggunakan tarif resmi pemerintah, billing rate dari
asosiasi profesi, tarifl toko daring/toko online atau tarif e-
katalog.

Pasal 16

(1) RBA minimal memuat:

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
¢. perkiraan harga,

d. besaran persentase atau nilai ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau/ forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola
anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas
tertentu, disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya berlaku untuk Belanja wyang bersumber dari
pendapatan BLUD.

Pasal 17
Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
merupakan  ringkasan  pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan
tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang vang tercermin
dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan
dan tingkat margin yang ditentukan yang tercermin dari Tarif
Layanan.
Besaran persentase atau nilai ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, merupakan
besaran persentase perubahan anggaran bersumber dan
pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD.
Besaran persentase atau nilai ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD
berdasarkan peningkatan pendapatan terhadap
anggarannya dalam 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dan
dituangkan dalam RBA tiap tahun.
Perkiraan maju atau forward estimate sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, merupakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 18
Pendapatan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke
dalam RKA Dinas sesuai dengan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan Daerah. {



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja RSUD Komodo yang sumber dananya berasal dari
pendapatan BLUD dan sisa lebih perhitungan anggaran
BLUD, diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA
Dinas pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci
dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output,
dan jenis Belanja.

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dialokasikan wuntuk membiayai program peningkatan
pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung
pelayanan.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke
dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan atau
dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD
selaku Bendahara Umum Daerah.

Basis penyusunan RBA sama dengan basis penyusunan
APBD.

Bagian Kedua
Pengajuan

Pasal 19
RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana pada
ayat (1) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
untuk dilakukan penelaghan.
Hasil penelaahan atas RBA vang telah dikonversi kedalam
format RKA Dinas atau format APBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA
Dinas sebagai bagian dari mekanisme penyusunan
rancangan APBD.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi Anggaran
dari APBD untuk RSUD Komodo.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 20
RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh
PPKD dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan yang
berlaku.
Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan
penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA
definitif.
RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan
kepada PPKD.
Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pembahasan, dan
penetapan RBA mengikuti tahapan dan prosedur
penyusunan APBD. |



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
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(1)
(2)

(1)
(2)

BABV
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 21
RSUD Komodo menyusun DPA berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD,
DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan
anggaran RSUD Komodo.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana

Pasal 22
DPA vang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar
penarikan dana yang bersumber dari APBD.
Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal, Belanja
barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penarikan dana untuk Belanja barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih
(missmatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan
aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah
pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan
anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA.
Untuk memperlancar kegiatan operasional RSUD Komodo,
dalam hal pengeluaran yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cair, Direktur
dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Kas
RSUD Komodo yang tersedia sebagai panjar dan selanjutnya
dipertanggungjawabkan sebagai Belanja atas beban yang
bersumber dar1 APBD.

Pasal 23
DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja vang
ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. Kkinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan, dan
c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja

Pasal 24
Pengelolaan Belanja RSUD Komodo diberikan fleksibilitas
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan
pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah
ditetapkan secara definitif. £



(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan terhadap Belanja RSUD Komodo vyang
bersumber dari Pendapatan BLUD dikecualikan dari Hibah
terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
mendapat persetujuan Bupati melalui PPKD.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Komodo
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada
PPKD.

Pasal 25

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan
saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan
operasional, meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD
selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya; dan/atau

b. kecenderungan /tren selisih pendapatan BLUD selain
APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA berupa
catatan yang memberikan informasi besaran persentase
ambang batas.

(4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai,
terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.

(5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi
target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun
yang dianggarkan.

Bagian Keempat
Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

RSUD Komodo menyelenggarakan pengelolaan kas meliputi:

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan dan tagihan/piutang;

¢. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD Komodo;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan
tambahan.
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Pasal 27
Untuk pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas BLUD,
Direktur menunjuk dan menetapkan bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran.
Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran diusulkan oleh pejabat keuangan dari PNS.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
bertanggung jawab kepada Direktur melalui pejabat
keuangan.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat
dibantu oleh pembantu bendahara, kasir, atau sebutan lain
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Pembantu bendahara, kasir, atau sebutan lain yang
dipersamakan bertanggung jawab kepada bendahara
penerimaan atau bendahara pengeluaran masing-masing.

Pasal 28
Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening
kas BLUD pada Bank umum yang sehat atas persetujuan
Bupati.
Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
Sumber penerimaan atau mutasi kredit pada rekening kas
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dar:
a. retribusi jasa layanan kesehatan,
b. retribusi pemanfaatan barang milik Daerah;
c. hibah;
d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Paragraf 2
Penerimaan

Pasal 29
Surat Persetujuan dan Pengakuan Pendapatan BLUD
Bendahara penerimaan mencatat penerimaan dan
penyetoran pendapatan dalam buku kas penerimaan.
Sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari pembayaran secara tunai melalui bendahara
penerimaan maupun transfer langsung ke rekening BLUD
termasuk jasa giro/bunga bank.
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara tunai atau transfer langsung ke rekening BLUD.
Sisa kas di bendahara penerimaan merupakan pendapatan
yang belum disetor ke rekening BLUD dan harus disetor
paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Pengembalian pendapatan yang berasal dari pendapatan
tahun berjalan dicatat pada kolom penerimaan (negatif) dan
mengurangi realisasi penerimaan pada bulan terjadinya
pengembalian.
Buku kas penerimaan ditutup setiap akhir bulan oleh
bendahara penerimaan dan disetujui oleh Pejabat Keuangan.
Saldo dalam buku kas penerimaan ditutup dalam rangka
pemeriksaan kas oleh Direktur setiap akhir bulan dan
triwulan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kas
yvang ditandatangani oleh Direktur, pejabat keuangan dan
bendahara penerimaan. {
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Paragraf 3
Pengeluaran

Pasal 30
Bendahara pengeluaran mencatat penerimaan dan
pembayaran dalam buku kas pengeluaran.
Sumber penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari penarikan uang di rekening BLUD maupun
pembayaran langsung kepada pihak ketiga, kepada pejabat
dan pegawai dari rekening BLUD termasuk pengelolaan
rekening bank.
Penarikan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
secara tunai atau transfer langsung kepada pihak ketiga,
pejabat, dan pegawai dari rekening BLUD termasuk
pengelolaan rekening bank.
Sisa kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa uang
persediaan yang belum disetor ke rekening BLUD.
Pengembalian Belanja yang berasal dari belanja tahun
berjalan dicatat pada kolom penerimaan dan mengurangi
realisasi Belanja pada bulan terjadinya pengembalian.
Buku kas pengeluaran ditutup setiap akhir bulan oleh
bendahara pengeluaran dan disetujui oleh pejabat
keuangan.
Saldo dalam Buku Kas Pengeluaran ditutup dalam rangka
pemeriksaan kas oleh Direktur setiap akhir triwulan
dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kas yang
ditandatangani oleh Direktur, pejabat keuangan, dan
bendahara penerimaan.

Bagian Kelima
Pergeseran Anggaran

Pasal 31
Pergeseran anggaran antar Program, antar Kegiatan, dan
antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan RBA atau
DPA RSUD.
Dalam kondisi tertentu atau keadaan mendesak atau
keadaan luar biasa atau karena bencana alam Direktur
RSUD Komodo dapat melakukan Pergeseran anggaran
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pergeseran dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD khusus anggaran yang bersumber
dari APBD dan RBA anggaran yang bersumber dari
Pendapatan BLUD.

Pasal 32

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar Program, antar
Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja,
dan/atau antar rincian objek belanja terdiri atas:
a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan DPA

RSUD; dan
b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan RBA.
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah khusus anggaran yang bersumber dari APBD
yaitu:
a. Pergeseran antar program;
b. Pergeseran antar kegiatan;
c. Pergeseran antar sub kegiatan; §



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

d. Pergeseran antar kelompok belanja; dan

e. Pergeseran antar jenis belanja.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b yaitu:

a. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis
belanja vang sama, dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD,;

b. Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam
rincian objek belanja yang sama dan pergeseran antar
rincian objek dalam objek belanja vang sama dapat
dilakukan melalui persetujuan Dewan Pengawas; dan

¢. Pergeseran anggaran untuk melakukan perubahan atau
pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja
dapat dilakukan atas persetujuan Direktur.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang dilakukan setelah Perubahan APBD, maka ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran RSUD.

Pasal 33

Dalam kondisi tertentu Direktur RSUD Komodo dapat

mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada

Bupati.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa kondisi mendesak atau kejadian luar biasa atau

bencana alam.

Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. Kebutuhan Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Pengeluaran yang berada diluar kendali Manajemen RSUD
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. Pengeluaran lainnya vyang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Permohonan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan analisis keterdesakan yang memadai

dan/atau pernyataan bencana dari pejabat berwenang
sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Laporan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 34

Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan
pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD melalui Kepala
Dinas.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibkan
disertakan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJ) dan Surat Persetujuan dan Pengakuan Pendapatan
BLUD yang ditandatangani oleh Direktur,

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan (SP3BP) untuk
disampaikan kepada PPKD. |
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Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPKD menertibitkan surat pengesahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan (SP2BP).

BAB VI
PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35
Piutang BLUD merupakan piutang daerah.
RSUD Komodo dapat memiliki piutang sehubungan dengan
penyerahan barang atau jasa yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang
Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang
yvang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka
kegiatan utama BLUD.
Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
piutang vang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Pasal 36
RSUD Komodo melaksanakan penagihan piutang pada saat
piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), RSUD Komodo menyiapkan bukti
dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan penagihan
atas piutang BLUD.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menetapkan
pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui Kepala
Dinas.

Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud
pada avat (3) paling kurang mencakup:

a. prosedur penagihan piutang;

b. penatausahaan dan akuntansi piutang; dan

c. pelaporan piutang.

Pasal 37

RSUD Komodo harus melakukan penagihan secara
maksimal terhadap piutang BLUD.

Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah
dilakukan penagihan secara maksimal, RSUD Komodo
menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN
dilampiri rekapitulasi piutang dengan tembusan kepada
Kepala Dinas.

Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengurusanf



piutang Daerah dan dilakukan oleh PUPN sampai lunas atau
optimal.

(4) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam
hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

(5) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dalam hal masih terdapat sisa piutang, namun:

a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikannya; dan

b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi
mempunyal nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit
diselesaikan.

(6) Dalam hal pengurusan penagihan piutang BLUD tidak dapat
diserahkan ke PUPN, penagihan piutang BLUD dilaksanakan
oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang

Pasal 38

(1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau
mutlak dari pembukuan RSUD Komodo, kecuali mengenai
piutang BLUD yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara
mutlak hanya dapat dilakukan setelah piutang BLUD diurus
secara optimal oleh PUPN sesual Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penghapusan secara mutlak terhadap piutang BLUD
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta menghapuskan hak tagih
RSUD Komodo.

(4) Penghapusan secara bersyarat dilakukan terhadap piutang
BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan
menghapus piutang BLUD tersebut dari pembukuan RSUD
Komodo tanpa menghapus hak tagih RSUD Komodo.

(5) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara
mutlak hanya dapat dilakukan setelah PUPN menyatakan
PSBDT.

Bagian Ketiga

Pengajuan Usul dan Persyaratan Penghapusan Piutang

Pasal 39
Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat atau
secara mutlak diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui
PPKD setelah terbit PSBDT dari PUPN.

Pasal 40
(1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari
pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. terhadap piutang tuntutan ganti rugi, setelah piutang
ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi
penghapusan secara bersyarat dari PUPN; atau

b. terhadap piutang selain piutang tuntutan ganti rugi,
setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

(2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dan

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan: f



a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
penetapan penghapusan secara bersyarat
piutang dimaksud; dan

b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya vang dibuktikan
dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Kewenangan Penghapusan Piutang

Pasal 41
(1) Piutang BLUD vang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN,
maka penghapusan terhadap Piutang BLUD dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapusan yang
ditetapkan oleh:

a. Direktur untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;

b. Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk
jumlah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) per penanggung utang;

c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(ima miliar rupiah) per penanggung utang; dan

d. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk jumlah lebih dari RpS5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) per penanggung utang.

(2) Dalam hal ini tidak terdapat Dewan Pengawas belum terisi
atau lowong, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diberikan oleh PPKD.

(3) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menghapuskan Piutang BLUD darn pembukuan BLUD tanpa
menghapuskan hak tagih.

(4) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan:

a. daftar nominatif para penanggung utang;
b. besaran piutang vang dihapuskan; dan
c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 42
Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai
piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai yang
setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku
pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan oleh pejabat keuangan.

Bagian Kelima
Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 43
(1) Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap

Piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan
dan akuntansi BLUD.

(2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan
menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan RSUDJ
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Komodo tanpa menghapuskan hak tagih dan diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan.

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan
menghapuskan hak tagih.

Pasal 44
Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD
dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan
kepada Dewan Pengawas dan Kepala Dinas.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan
penghapusan diterbitkan.

Pasal 45

Penghapusan piutang dengan kategori macet yvang tidak

dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

a. Piutang dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung
utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang
diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai
ekonomis; atau

b. Piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan
pengurusannya kepada PUPN.

Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat

diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri
oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat

diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:

a. Piutang vang tidak didukung dokumen sumber vang
memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek
hukum yang harus bertanggung jawab terhadap
penyelesaiannya;

b. Piutang vang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya
karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau
bukti-bukti pendukungnya;

c. Piutang yang masih menjadi objek sengketa di lembaga
peradilan; dan/atau

d. Piutang vyang telah diserahkan ke PUPN namun
dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut terkait penghapusan Piutang BLUD

yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN,

penghapusan piutang BLUD dilaksanakan oleh PPKD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 46
RSUD Komodo dapat mengadakan Pinjaman jangka pendek
atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup
selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas
masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (missmatch). A
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Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja operasional.

Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pengeluaran vang dimaksudkan memberikan
manfaat jangka pendek.

Pasal 47
RSUD Komodo dapat memiliki pinjaman sehubungan
dengan:
a. kegiatan operasionalnya; dan/atau
b. perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa
lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan,
badan usaha lainnya, atau entitas lainnya.
Dalam pelaksanaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) BLUD dilarang menjaminkan Aset Tetap BLUD.

Pasal 48

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
harus memenuhi persyaratan meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan BLUD
dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran
berjalan, tetapi dana yang tersedia dari pendapatan BLUD
tidak/belum mencukupi untuk menutup
kebutuhan/kekurangan dan untuk membiayai kegiatan
dimaksud;

kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak
dapat ditunda;

saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak
memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
jumlah Pinjaman jangka pendek vang masih ada di tambah
dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik
tidak melebthi 15% (lima belas persen) dari jumlah
pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak
bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 49
RSUD Komodo dapat diberikan pengecualian dari
persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf d untuk kegiatan yang berdampak
signifikan terhadap layanan BLUD, setelah mendapatkan
persetujuan PPKD.
Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal paling
sedikit meliputi:
a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan
kegiatan yang berskala intemasional;
b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang- undangan,
c. kesulitan likuiditas; dan/ atau
d. kebijakan Pemerintah.
Permohonan persctujuan terhadap pengecualian dari
persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Direktur kepada Kepala Dinas.
Kepala Dinas melakukan kajian dan memastikan
kemampuan bayar RSUD Komodo yang bersangkutan, dan
selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan
kepada PPKD. A
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Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan rencana
penggunaan Pinjaman jangka pendek dan rincian komitmen
pendapatan yang akan diterima wuntuk menjamin
pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek,

PPKD  melakukan penilaian terhadap permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Pinjaman
jangka pendek dan kemampuan RSUD Komodo untuk
membayar kembali Pinjaman jangka pendek.

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), PPKD memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap permohonan vang diajukan.

Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan oleh PPKD dalam surat persetujuan
dengan disertai jumlah maksimal Pinjaman jangka pendek
vang dapat dilakukan kepada Direktur dengan tembusan
kepada Kepala Dinas.

Penolakan terhadap permochonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disampaikan melalui surat penolakan kepada
Direktur disertai penjelasan penolakan dan tembusan

disampaikan kepada Kepala Dinas.
Pasal 50
Kewenangan persetuyjuan atas Pinjaman jangka pendek
diberikan oleh:
a. Direktur untuk peminjaman yang bernilai sampal dengan

(1)
(2)

(1)

10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun
anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan
hibah terikat.

. Direktur atas persetuyjuan Dewan Pengawas untuk

peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen)
sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah
pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak
bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Direktur atas persetujuan PPKD dalam hal Dewan Pengawas
belum terisi atau lowong untuk Pinjaman yang bernilai di atas
10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen)
dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya
vang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

Pasal 51
Pelaksanaan Pinjaman jangka pendek antara RSUD Komodo
dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
b. jumlah Pinjaman;
c. jangka waktu Pinjaman;
d. peruntukan Pinjaman;
e. persyaratan Pinjaman;
f. tata cara pencairan Pinjaman;
g. lata cara pembayaran Pinjaman; dan
h. penyelesaian sengketa.

Pasal 52
Pejabat keuangan melaksanakan pembayaran pokok
Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo
sesuai Perjanjian Pinjaman. f



(2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian
Pinjaman merupakan tanggung jawab RSUD Komodo.

(3) Penatausahaan Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh
pejabat keuangan.

Pasal 53

(1) Pejabat keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada
Direktur mengenai realisasi penverapan dan pembayaran
kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas atau
pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas apabila Dewan
Pengawas belum terisi atau lowong.

(3) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas
pengelolaan Pinjaman jangka pendek.

BAB VIII
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 55

(1) RSUD Komodo dapat melakukan investasi sepanjang
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan RSUD Komodo dengan
tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
investasi jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan
atau kurang.

(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas
jangka pendek dengan memperhatikan rencana
pengeluaran.

(5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

(6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan menjadi kas;

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 56

(1) Pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek
merupakan reklasifikasi kas BLUD menjadi investasi jangka
pendek BLUD dan tidak merubah SiLPA.

(2) Penerimaan kas dari pelepasan investasi jangka pendek
merupakan reklasifikasi investasi jangka pendek menjadi
kas BLUD dan tidak merubah SiLPA.

(3) Pendapatan dari investasi jangka pendek merupakan
Pendapatan BLUD, jenis lain-lain pendapatan BLUD.

(4) Biaya vang timbul dari pengelolaan investasi jangka pendek f




merupakan beban BLUD dan tidak dapat dikompensasi
dengan pendapatan kecuali pajak atas bunga investasi
jangka pendek.

(5) Pendapatan bunga yang akan diterima dari investasi jangka
pendek diakui sebagai piutang dan lain-lain pendapatan
BLUD secara akrual.

BAB IX
PENGELOLAAN ASET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57
Ketentuan Pengelolaan Barang Milik BLUD RSUD Komodo
mengikuti ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 58
(1) Pendapatan atas pemanfaatan barang milik daerah dalam
rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan umum
sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Komodo merupakan
penerimaan yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas
BLUD.

(2) Pendapatan atas pemanfaatan barang milik daerah selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening
kas umum Daerah.

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 59

Barang milik Daerah yang berada pada RSUD Komodo berlaku

ketentuan:

a. Pendapatan dari hasil penjualan barang milik Daerah yang
digunakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya
ke rekening kas BLUD.

b. Pendapatan dari penjualan barang milik Daerah selain
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening
kas umum Daerah.

Bagian Keempat
Penjualan

Pasal 60
(1) Barang milik Daerah di RSUD Komodo merupakan barang
milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD
Komodo serta bukan merupakan kekayaan Daerah yang
tidak dipisahkan. |
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Pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempedomani ketentuan pengelolaan barang
milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB X
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61
SiLPA BLUD dapat digunakan langsung dalam tahun
anggaran berikutnya guna menunjang operasional
pelayanan pada RSUD Komodo.
Dalam kondisi tertentu atas permintaan Bupati SiLPA BLUD
dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) mempertimbangkan posisi kas dan setara kas
pada akhir tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 62
Rencana Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam RBA
atau perubahan RBA.
RBA atau perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari pendapatan BLUD dan SiLPA BLUD, dirinci
dalam satu program, kegiatan, sub kegiatan, dan jenis
belanja.
Rencana Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan proyeksi SiLPA BLUD yang
diperkirakan akan dicapai pada akhir tahun anggaran.

Pasal 63

SiLPA BLUD dapat digunakan untuk:

a. melanjutkan program/kegiatan yang belum selesai pada
tahun anggaran berjalan;

b. menutup kekurangan biaya operasional tahun anggaran
berikutnya,

c. pengeluaran investasi baik dalam investasi jangka panjang
dan pengadaan aset tetap;

d. remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD
Komodo; dan

e. investasi jangka pendek seperti deposito dan surat
berharga jangka pendek.

Besaran SiLPA BLUD yang direncanakan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan laporan

keuangan yang sudah audit oleh pemeriksa ekstern dengan

memperhatikan posisi likuiditas BLUD. (



(1)

(2)

(3)

(4)

(5]

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XI

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 64
Setiap transaksi keuangan RSUD Komodo harus
diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola
secara tertib.
Akuntansi dan laporan keuangan RSUD Komodo
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
RSUD Komodo menyelenggarakan dan mengembangkan
subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat
menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan
karakteristik RSUD Komodo.
Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis
yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian
keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen sumbernya
yang menjadi pengakuan hak dan kewajiban BLUD secara
transaksional.
Penyelenggaraan dan pengembangan subsistem akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:
a. prosedur dan subsistem akuntansi transaksional:
b. bagan akun standar; dan
c. dokumen sumber vyang mendukung kebutuhan
penyajian data dan informasi yang lengkap dan selaras
dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Komodo
sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kebijakan akuntansi yang ditetapkan PPKD.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65
Dalam rangka menyusun laporan keuangan, RSUD Komodo
melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengikhtisaran
data transaksi dan informasi kejadian keuangan, termasuk
data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional.
Sebagai entitas pelaporan, RSUD Komodo menyusun laporan
keuangan yang terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
C. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas: dan
g. catatan atas laporan keuangan,
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diaudit dan diberi opini oleh auditor ekstern sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. yang berlaku.
Sebagai entitas akuntansi, RSUD Komodo menyusun
laporan keuangan terdiri dari;
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
¢. laporan operasional;




d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan;

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) disusun sekurang-kurangnya secara semesteran dan
tahunan.

(7) Laporan keuangan semester | disusun paling lambat akhir
bulan Juli tahun berjalan, dan laporan keuangan tahunan
disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode
pelaporan berakhir.

BAB XlI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 66

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Komodo dilakukan
setiap tahun oleh Dinas terhadap aspek keuangan dan non
keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian
hasil pengelolaan RSUD Komodo sebagaimana ditetapkan
dalam Renstra dan RBA.

Pasal 67
Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan, dapat
diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Komodo dalam:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas).
memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas).
memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas), dan

kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran,

ao o

Pasal 68
Penilaian kinerja dari aspek non keuangan, dapat diukur

berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan,
pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69
Pembina dan pengawas RSUD Komodo terdiri atas:
a. pembina teknis dan pembina keuangan;
b. satuan pengawas internal; dan
c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 70
(1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 £




huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
(2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf a dilakukan oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Satuan Pengawas Internal

Pasal 71

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk
pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial
dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung
dibawah Direktur.

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban:
b. kompleksitas manajemen; dan
c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 72
(1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen
untuk:

a. pengamanan barang milik daerah di RSUD Komodo:

b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

¢. menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan;

dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam

penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal
yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan RSUD Komodo:

- memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah:

. memahami tugas dan fungsi RSUD Komodo:

berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);

pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

mempunyai sikap independen dan objektif.

o MM A0

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 73

(1) Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas
usulan pemimpin.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD Komodo
yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan
realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset
menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(3] Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang A




dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima)
orang atau 3 (tiga) orang.

(9) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyvak 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD
Komodo telah memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran
2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima)
orang scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal RSUD
Komodo telah memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi dalam 2
(dua) tahun terakhir, lebih besar dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih
besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah).

Pasal 74
(1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) terdiri dari unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
kegiatan BLUD;

b.1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah pengelola
keuangan Daerah; dan

¢. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD.

(2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) terdiri dari unsur:

a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi

kegiatan BLUD;

b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah pengelola

keuangan Daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan

BLUD.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga
profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas
fungsi kegiatan dan pelayanan RSUD Komodo.

(4) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, dedikasi, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang
tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD
Komodo;
memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah:

- memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan

fungsi RSUD Komodo;

€. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas;

f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); A

oo




berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

.lidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas,
atau komisaris vang dinyatakan bersalah menyebabkan
badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

J. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau
calon anggota legislatif.

(5) Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati 1

(satu) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

> 0

Pasal 75

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Komodo;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan
RSUD Komodo dan memberikan rekomendasi atas hasil
penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai:

1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
RSUD Komodo; dan

3) kinerja RSUD Komodo.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan
yvang diberikan (rentabilitas);

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas): dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif
pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan
pertumbuhan,

(4) Tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri dari:

a. menyetujui dan mengkaji visi RSUD Komodo secara
periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui
visi dan misi RSUD Komodo;

b. menyetujui rencana strategi dan rencana operasional
RSUD Komodo yang diperlukan untuk berjalannya RSUD
Komodo sehari-hari;

c. menyetujui partisipasi RSUD Komodo dalam pendidikan
profesional kesehatan dan dalam penelitian serta
mengawasi mutu dari program tersebut;

d. menyetujui usulan kebutuhan dana dan sumber daya
lainnya sesuai usulan yang disampaikan pemimpin RSUD
Komodo kepada Bupati untuk memenuhi kebutuhan
operasional RSUD Komodo;

e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Pejabat Pengelola
dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah [



ditetapkan;

f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien
dengan menyetujui program peningkatan mutu dan
keselamatan pasien,

g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik
perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya
dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara
tertulis; dan

h. melakukan pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6
(enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik
perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di
evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara
tertulis.

Pasal 76
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai
berikut:
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan
kinerja dan keuangan RSUD Komodo dari pemimpin;

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Satuan Pengawas Internal dengan diketahui oleh pemimpin;

¢. meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola lainnya mengenai
penyelenggaraan pelayanan di RSUD Komodo dengan
diketahui oleh pemimpin;

d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di
RSUD Komodo terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
Pengawas;

e. berkoordinasi dengan pemimpin dalam menyusun peraturan
internal tata kelola RSUD, untuk ditetapkan oleh Bupati; dan

f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan
RSUD Komodo.

Pasal 77
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 bertanggung jawab melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.

Pasal 78
(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima)
tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa
jabatan.
(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. idak melaksanakan ketentuan Peraturan-Perundang-
undangan;
c. terlibat dalam tindakan vang merugikan RSUD Komodo;
d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; £



-

(1)

(2)

(1)

(2)

e. mengundurkan diri; atau
{. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada RSUD Komodo, Daerah, dan/atau Negara.

Pasal 79
Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas yang berasal
dari Pegawai.
Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 80
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada RSUD Komodo dan dimuat dalam RBA.
Format dokumen pengelolaan keuangan BLUD tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. £

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal %Dw 2025

el denpan astinya
GIAN HUKUM BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

L FURNAMA RAYA, SH EDISTASIUS ENDI
90710 200904 1 004

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 UserrbetC 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR $7



LAMPIRAN 1
NOMOR

TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

- S TAHUN 2025

. 29 Deseeder 2025

: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO KABUPATEN

MANGGARAI BARAT

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

A. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
1. Format Rincian Anggaran Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

Jumlah (Rp)

2

Retribusi jasa layanan kesehatan
-

| b.

. aaws
Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

8w
Hasil kerjasama dengan pihak lain
. HEE

b.

€ s
Pendapatan dari APBD
-

b.

B o
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
a.

b.

c

_ Jumlah P:nd_npnln

Labuan Bajo, .....c..coveennes

L

Direktur,

.20..




2. Format Rincian Anggaran Belanja BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

No Uraian

Sumber Dana

BLUD

Hibah

Kena-
sama

Lain-
lain
BLUD

SiLPA

APBD

Jumlah

5

6

7

1. | Belanja Operasi
'a. Belanja Pegawai

2) ...
3) dst
c. Belanja Barang
dan Jasa
1) ...
7 | .
3) dst
Belanja Bunga

&)
3) dst
e. Belanja Lain-lain
 § [P
=, -
3) dst
Jumlah Belanja

2. | Belanja Modal
a. Belanja Tanah
i)
7|
3) dst
b. Belanja Peralatan
dan Mesin
I e
7., [
3} dst
Belanja Gedung

1) ..
5.7 o~
3) dst
Belanja Jalan,

Jaringan
| N
2) ...
3) dst




Sumber Dana
BLUD
No Uraian , Lain-
LAY | bibah | KOO8 | gin | giipp [AFRD | Jumiad
BLUD
1 2 3 B 5 6 7 8 9
e. Belanja Aset Tetap

Lainnya

1)

7 | [

3) dst

f. Belanja Aset

Lainnya

1} s

5 (R

3) dst

Jumlah
Nilai Ambang Batas sebesar
Rbissssers Labuan Bajo, ..................20..

Direktur,
( )




3. Format Rincian Anggaran Pembiayaan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Anggaran
No Uraian Perubahaan
Tahun Berjalan
-_1. o —_— —2--.. = e 3

1. | Penerimaan Pembiyaaan
a. Pengunaan SiLPA TA sebelumnya

b. Divestasi

b. Penerimaan Utang/Pinjaman
2. | Pengeluaran Pembiayaan

a. Investasi

dst
b. Pembayvaran Pokok Utang

dst

Labuan Bajo,......cee0ee.e. 20..

Direktur,

(LA SRS R LRI ERRLELR A EREE RS RENELTEINRERENY ]
NII" LE RN LEREE LR RS EE LR L REEEEELEN]




4. Format Rincian Rencana Kebutuhan per Unit

RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN PER UNIT
RSUD KOMODO
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kegiatan :
Sub Kegiatan - -
Sumber Dana :

Nama

No. Barang/Jasa

Jumlah

Harga
Satuan

Jumlah

Harga Satuan| Ruang| Keterangan

Jumlah

Ka Unit/Pejabat Pelaksana Tenis
Kegiatan

Labuan Bajo, ..........c.ce...20..

Ka Unit Program/Keuangan di bawah
Pejabat Keuangan,




5.Format Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT RSUD KOMODO
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA PER
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
20XX
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Koine Bifnnj; Kegiatan BLUD
" Indikator TEBEE#FEHI 2 F‘rm-“ﬂd-
a
Capaian
Program
‘Masukan
Reluaran
Kelompok Sasaran Keglatan:
c T tan
ncian Perhitungan
Kode Reketiin Uraisis Rincian Perhitungan Jumlah
Volume | Satuan 'Fﬂnf Rp]
)
I 3 3 7 3 5
Ju P
'Rﬁﬂaj Ambang Batas sebesar
Pesinessin Labuan Bajo, ............. 20..
Direktur,
Connidisosiasins ivsissisinssasasssvicsii |
L

S



6. Format RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT
RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

_No. Uraian Jumlah (Rp)
| 1 2 3

'A. | PENDAPATAN
1. Retribusi jasa layanan kesehatan
a.
b.
& s
Dst
2. Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
a.
b.
. YR
Dst
3. Hibah
a.
b.
B ives
| Dst
' 4. Hasil kerjasama
- PR
b.
PO
Dst
5. Pendapatan dari APBD
| b.
i =T
Dst
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
-
b.
C,

c. Belanja Bunga




Jumlah (Rp)

C.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

c. Belanja Gedung dan Bangunan
1} s
2)
=, | .
Dst
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Y s
2)
. |
Dst
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
B =
2)
;| J—
Dst
f. Belanja Aset Lainnya
1)
2)
;)R-
Dst
Jumlah Belanja Modal
Jumlah Belanja

SURLUS (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

1.

Penerimaan Pembiayaan

a. Pengunaan SiLPA TA sebelumnya

b. Divestasi

¢. Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

a. Investasi

b. Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiyaan Neto

SiLPA (SiKPA) Tahun

Nilai Ambang Batas sebesar Rp..........

Labuan Bajo, .................. 20..

Direktur,

LR L R L L e L L Ll L r rmepa—
NI] L s A T R LI




7. Format Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 20XX

Jumlah (Rp) ]

PENDAPATAN

VSR e

Retribusi jasa layanan keschatan

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Hibah

Hasil kerjasama dengan pihak lain
Pendapatan dari APBD

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Jumlah

BELANJA

Belanja operasional

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bunga

c. Belanja Lain-lain

Belanja Modal

a. Belanja Tanah

b. Belanja Peralatan dan Mesin

c. Belanja Gedung dan Bangunan
¢. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
d. Belanja Aset Tetap Lainnya

e. Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja
Surplus (Defisit)
PEMBIAYAAN

1.

Penerimaan Pembiyaaan

a. Pengunaan SiLPA TA sebelumnya

b. Divestasi

¢. Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

a. Investasi

b. Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiyaan Neto

SiLPA

Nilai Ambang Batas sebesar

Labuan Bajo,

Direktur,

lllllllllllllll

..........




8. Format Perkiraan Harga

RSUD KOMODO

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PERKIRAAN HARGA TAHUN ANGGARAN 20XX

Jumlah
No Uraian Belanja Satuan | Harga per
satuan
1 2 3 4
1
2
3
4
5
dst
Labuan Bajo, ................ 20..
Direktur,
................................................ )
PP s s
A




9. Ambang Batas RBA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT
RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

AMBANG BATAS RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Besaran ambang batas dalam RBA Tahun Anggaran 20xx ini adala
sebesar prosentase kenaikan realisasi pendapatan terhada
anggaran pendapatan yang dihitung secara kumulatif sampai
dengan bulan tertentu dalam tahun berjalan dari pendapatan
layanan BLUD, dan akumulasi surplus realisasi anggaran tahun

'Eﬂx[' 1]+

+++++++++++++++




10. Ringkasan Perkiraan Maju Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT
RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

_ TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

Anggaran
Perubahaan

Tahun
Berjalan

Prn,[nm
Herjn.lm

Proyeksi
Tahun Yang

i

2

3

4

PENDAPATAN

| 1. Retribusi jasa layanan kesehatan

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
Hibah
Hasil kerjasama dengan pihak lain
Pendapatan dari APBD
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
Jumlah
BELANJA
1. Belanja operasional
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
¢. Belanja Bunga
¢. Belanja Lain-lain
2. Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumllh Belanja
Surplus (Defisit)
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiyaaan
a. Pengunaan SiLPA TA sebelumnya
b. Divestasi
¢. Penenmaan Utang/Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Investasi
b. Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Pembiyaan Neto

OU bW

fpooOp

o —

SILPA

Labuan Bajo, ............

Direktur,

NIP. ..

20..




a) Perkiraan Maju Anggaran Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT

RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

Anggaran
Perubahaan

Tahun

Prognosa  Proyeksi
Tahun  Tahun Yang

Berjalan Dianggarkan

Berjalan
3

Retribusi jasa layanan
kesehatan

a.

b.

B G
Dst

Retribusi Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
a,

b.

S i
Dst
Hibah
a.

b.

B o
Dst

Hasil kerjasama dengan
pihak lain

R o

b.

L. i
Dst

Pendapatan dari APBD
a.

b.

B i
Dst

Lain-lain pendapatan
BLUD yang sah

- .

b.

s i

Dst

Jumlah Pendapatan

4 5

Labuan Bajo,............ 20..

---------------




bjPerkiraan Maju Anggaran Belanja BLUD
. PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT

RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGOARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX

| | -q. =
Anggaran Proyeksl xirnan S
" " Perubahnan """"""""T] Tabun E—“— s INAD -
—— Tahun Dianggmr- APBD | Jumlah
Berjal Berjalan i Lq-.-n[m Kerjasama -:.:'ln I
1 2 3 4 5 6 | 7 ] 10 11
1. | Belanjs Operasi [
a. Belanja Pegawal
|
| [
3)
; \
c. Belanja Barang dan Jasa
1 -
2) .
3 -
Dt
d. Belanja Bunga
) ..
2)
3)
D=t
-

——







[—— Proyahed |— _____Perkiraan Maju —
o~ Perubahaan Prognosa Tahun Pendapatan BLUD
= ) A ITI:::L‘:! mhm ibah | Kerjasama | lain | AFBD | Jumlah
H
s R L .. ol R s BLUD
1| 2 3 4 s 7 8 9 10 1
e, Belanjn Aset Tetap Lainnya
1)
2)
3)
it
f. Belanja Aset Lainnyn
1) .
N A |
3
st N | 1 _ ;G
Jumlah Belanja Modal = - ! __|_
Jumlah Belanja | i - .
Labuan Bajo, .......cooommeene
Drirekiur
[PPREER— R A S e )
NIP, ....... (




¢) Perkiraan Maju Anggaran Pembiayaan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT

RSUD KOMODO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

| Berjalan

Anggaran
Perubahaan

Tahun

Prognosa
Tahun
Berjalan

3

Penerimaan Pembiyaaan
a. Pengunaan SiLPA TA
sebelumnya

Divestasi

Penerimaan
Utang/Pinjaman

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
a. Investasi
Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman

b.

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiyaan Neto

4

Labuan Bajo,

lllllllllllllllll

Direktur,

-----------------------------------




11. Format Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT
RSUD KOMODO
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

.' Uraian

~ Setelah = Tambah/ |
Perubahan  Kurang

Sebelum
Perubahan

a

3 4 5

1.

2.

6.

' Retribusi jasa layanan kesehatan
a.
b.
-
Dst
Retribusi Pemanfaatan Barang Milik
Daerah

Dst -

Pendapatan dari APBD
K"

b.

& ks
Dst

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
a.

b.

B
Dst

| Jumlah Fundlgltln

Labuan Bajo,

------------------

Direktur,

---------------

...................................




Scbelum Perubahan Setelah Perubalian |
| ___Sumber Dana Sumber Duana — | —
.H'l']'_m I_]‘ = .ﬂ.l"u!:__...._.-_., ] J Hur.n'
el TN el Iy PR lnh [0 g KeT0 ] L g pal APBD | T0T ] Re)
| sLut | —mwp| |
3 4 | 5 f 7 9 1] 11 ] 13 13 | 14 15 16 17




Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Sumber Dana ___Sumber Dana

— BLUD o
Lanin - Jum- Laudri- Jum-
lnin | SpA [ APED [iay Rava- ) [Kera| L o pa| APBD | S8 [ e
BLUD = : BLUD

G T B 9 10 11 12 13 14 15 16 17




tl

) gg

PTPPRTRp— . T

'l statsrabnm

HIPJ LR} I-llllllp--r'rl TEFEEA S




13. Format Perubahan Anggaran Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN 20XxX

Sebelum Setelah Tambah [ Kurang
Perubahan Perubahan (Rp)

1 2 3 4 S
1. | Penerimaan Pembiyaaan
a. Pengunaan SiLPA TA sebelumnya

No Uraian

b. Divestasi

c. Penerimaan Utang/Pinjaman

2. | Pengeluaran Pembiayaan
a. Investasi

Dst
b. Pembayaran Pokok Utang

, Dst
- Pembiyaan Neto S———

Labuan Bajo,.......... 20..

Direktur,

+|'III'1+'|'+-I"'"F!li"I-l FEEERA AN R
B R ai A




14. Format Rincian Perubahan Rencana Kebutuhan per Unit

m i L e G L e LT

RSUD KOMODO
TAHUN ANGGARAN 20XX
Program
Kematan
Sub Kegiatan
Sumber Dana
Neama | Buhdumm“'bl.h Setelah Perubahan : |
H Jumilah|
e Baran/ Jasa EpudﬂhmlJmul.hI SERN Hargn Satuan ku-nJ Ket. | Sfesfikas Jmh.hfsﬂ""; H a-mu-.llhm; Ket.
—_ —— p— An— [
' — ;
= — Total [ ] )
Labuan Bajo, . - 20..
Ka Unil /Pejabat Pelaksana Tenis hUnitHup‘nfMﬂhw-h
W Keghatan Prjabat Keuangan,
| R ] | T Sp—— S =
1| || R O O R AT




15. Format Rincian Perubahan Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Dana

Indikator & Tolak Ukur Koinerja Belanja Kegiatan BLUD

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Tolak
t
Mt T::::g:“r Target Kinerja | Ukur Target Kinerja
Kinerja
. Capaian Program
Keluaran | i
. Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Perubahan RBA Per Sub Kegiatan
Rincian Perhitungan Sebelum | Rincian Perhitungan Setelah
Kode Perubahan | Perubahan || Tambah/
Rekening Uraian | Rincian Egrﬁ;ggp:rgagf umlah | Rincian FE!'hitl}I-lrgﬂl:lf |' Jumiah .
ari ari
g . Volume Batuan (Rp) (Rp) | Volume |Satuan| (Rp) (Rp) (Rp) |
1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 11

S SN | =

Jumlah (Rp) | . | g
Labuan Bajo, .................. 20..
Direktur,
[ T T BdaEma e r]
T —




16. Format Ringkasan Perubahan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO
RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
' Sebelum Setelah Tambah/
"o Uraian Perubahan | Perubahan | Kurang
1 2 3 4 5
. | PENDAPATAN
1. Retribusi jasa layanan
kesehatan

2. Retribusi Pemanfaatan

Barang Milik Daerah

Hibah

Hasil kerjasama dengan

pihak lain

Pendapatan dari APBD

6. Lain-lain pendapatan
BLUD yang sah
Jumlah

BELANJA
1. Belanja operasional
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan
Jasa
c. Belanja Bunga
¢. Belanja Lain-lain
Jumlah
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan
Mesin
¢. Belanja Gedung dan
Bangunan
c. Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan
d. Belanja Aset Tetap
Lainnya
e. Belanja Aset Lainnya
Jumlah
Jumlah Belanja
Surplus (Defisit)

PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiyaaan
a. Pengunaan SiLPA TA
sebelumnya
b. Penerimaan
Utang/Pinjaman
Jumlah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Investasi

ol

o




Sebelum Setelah Tambah/
No Uraian N Perubahan = Perubahan | Kurang
1 2 3 d 5
b. Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiyaan Neto
SiLPA/SiKPA
Nilai Ambang Batas sebesar Labuan Bajo, .................. 20..
IR, wasinisin
Direktur,
B iinns sty R R |

..................................




17. Format Rincian Perubahan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

No.

PEMERINTAH KABUPATEN MANGAGRAI BARAT

RSUD KOMODO
RENCANA PERUBAHAN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

Sebelum
Perubahan

Eatel:h
Perubahan

Tambah/ |
Kurang |

1

2

3

4

5

A.

W
coPpm Oe TR
Ea

PENDAPATAN

' 1. Retribusi jasa layanan

kesehatan

a.

b.

C. ..

Dst

2. Retribusi Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

Dst

UPFPE
Z
)
-

5. Pendapatan dari APBD
a.
b.
G ane
Dst
6. Lain-lain pendapatan BLUD
yang sah
& i
b.
L a:
Dst
Jumilah Pendapatan

BELANJA
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
1) ..
2)
< | [
Dst

b. Belanja Barang dan Jasa

1)




Hu.
.

Sebelum

Y G
B
Dst

1)

2] e
3 i
Dst

1)
.
3 ...
E::nhh Belanja Operasi
. Belanja Modal
B a. Belanja Tanah
o
o,
3 -
E:ltnuja Peralatan dan
b. Mesin
4 -
2
e
c Dnnhnjaﬂ Gedung dan
Bangunan
1§ -
.
<, H—
{
d. E:llnjl Jalan, Irigasi dan
Jaringan
1}
2 ..
<, | -
Dllehl:l,ﬂt ja Aset Tetap
- Lainnya

1) ..
| [
3 ..
Dst
Aset Lainnya
f. Belanja
T
| —
3] ..
Dst
a Modal
umlah Belanj
jllllﬂ.l]lﬂﬂlﬂ]l
SURLUS (DEFISIT)

—m
eI E

Setelah
Perubahan

Tambah/




No. | Uraian

Sebelum Setelah | Tambah/
Perubahan Perubahan Kurang

1 2

C. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
| Pengunaan SiLPA TA
a. sebelumnya
b. Divestasi
Penerimaan
c. Utang/Pinjaman
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Investasi
Pembayaran Pokok
b. Utang/Pinjaman
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiyaan Neto
SiLPA/(SiKPA)

Nilai Ambang Batas sebesar Rp.........

Labuan Bajo, ...20..

Direktur,

R R R R R R LR R RN
NII W BREBAEER R R RS




B. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

1. Format DPA Pendapatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No DPA SKPD... Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH [ x.xx | x-x |x-x| xx |00| 0.00 | 4 DPA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Pendapatan
Tahun Anggaran 20... SKPD
Organisasi : RSUD KOMODO
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uiz Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Volume | Satuan | Tarif/Harga
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Pendapatan
1 PAD
Lain-lain PAD yang
4 1 4 sah
4 1 4 xx Pendapatan BLUD
4 1 4 =xx xx Pendapatan BLUD
4 1 4 xx xx xx | Pendapatan BLUD
4 1 4 =xx xx xx | Pendapatan BLUD
Jumlah
Rencana Pendapatan per Triwulan
Trimntlan]l  : BP ccvivicirnsnnnn Labuan Bajo, ..................20..
Triwulan II : RP ccocvveniinicnniincnnsnnarenns Direktur,
Triwulan
[ ' Rp ...
Triwulan
Y :Rp.
Jumlah 31 -

Mengesahkan,
PPKD

NIP. ... '




2. Format DPA Belanja

OB Mfﬂﬂﬁwm No DPA SKPD... foemuliv
SATUAN KERJA PERANGKAT HEA
DAERAH XXX | x-x | x-x |2x|xx| »ox RINCIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT s
Tahun Anggaran 20..
Urusan Pemerintahan i I s et
Bidang Urusan X.XX . :
Program IR s asinis
Sasaran Program (impact)
Capaian Program (outcome] .......ccvvennnnne
Kegiatan XXX XX XX, :
Organisasi X XK. XX XK. X-XX. XX, .....
Unit Organisasi XXX, XX, XX, X-XX, XX
Jumlah Tahun n-1 Rp.... | )
Jumlah Tahun n Rp... | ]
Jumlah Tahun n+1 L IR e e e fssmisain )
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
— R E—
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Anggran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

KX KEKK. oicnrencssononsascnses

Sumber Dana

Sub Keluaran

(kuantitas, dengan satuan disamakan /sub

kegiatan)

Waktu Pelaksanaan

Mulai... Sampai...

Keterangan

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

3

Belanja Pegawai

Eclan;'a Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD

4[5 |8
i|5
4

Belanja Pegawai BLUD

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD

9|3
i |

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah BLUD

Be!anja Modal Tanah BLUD

4% |5
g |5

Belanja Modal Tanah BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

= | e | et | e |t | |t | e | i |t | e [ i | s

e |[LnjChLnjchanjch | chjaa(on|on dnjon(an
B (B0 L |0 MDD BD B | e s |

&

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLUD

s
#
’

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLUD




Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

3

et Rl Moadl 67117

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Bﬂlanja Modal Dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan [

Jumlah

Labuan Bajo, .......c.ccc00nee
Direktur,

20..




3. Format DPA Pembiayaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN No DPA SKPD.... Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | x.xx | x-x |x-x | xx| xx |xox| 6 DPA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT Pembiayaan
Tahun Anggaran 20.. SKPD
Rincian Anggaran Penerimaan Pmnhlayaan
Organisasi PO XKL XX XXX XX .
Kode Jumlah
Rekening Uraian (Rp)
1 2 6
6| 111 Fenggunaan_ Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
&l il's 1 s Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) BLUD
&L & 13 ] ai Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) BLUD
T ™ Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) BLUD
611]2 Divestasi
6|12 | xx Divestasi BLUD
6|12 | xx | = Divestasi BLUD
61112 x| xx Divestasi BLUD
6113 Penerimaan Utang/Pinjaman
51318 | x Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
6|13 ]| x | xx Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
(611 (3| % | xx Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6|22 Investasi
6122 |xx Investasi BLUD
6|22 |xx |xx Investasi BLUD
6|12 |2 |xx |xx Investasi BLUD
elala Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Kepada Lembaga Keuangan
g ls |3l Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Kepada Lembaga Keuangan BLUD
gla lale [sx Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Kepada Lembaga Keuangan BLUD
E18 1% [ax s Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Kepada Lembaga Keuangan BLUD
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Rencana Pendapatan per Triwulan
TeiwiBan ] BB iasoscniasiosnisensvarss Labuan Bajo, ......c.cceeenne0:20,,
Teownlenfl TR s
Mengesahkan,
PPKD




4. Format DPA Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR. :x-xx.xx.xx.xx.00.0.00.4

Uraian

-

Jumlah (Rp)
3

PENDAPATAN

Retribusi jasa layanan kesehatan
- A AR

] &
hli- (LR PR LAY R AR

- —

Dst

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

C

Hasil I{crja Sama degan Pihak Lain

B cisriiisannaiinaes

Dst

Fcndagtan dari APBD

Dst

Jumlah

Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan 1 FIRD v et s e ks Labuan Bajo, ..............
Triwulan 11 R s A Direktur,

Triwulan 111 £ o e R B e e

e 20,

Jmh = RP LR LR R R R AR R L NIFI- EFEEEISEEEEE RSN FE TR E

Mengesahkan
PPKD




5. Format DPA Anggaran Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR: x-xo¢.xx.xx.xx.00.0.00.5

Sumber Dana
BLUD APBD
: . Lain-lain Jumlah
Ho Unann Jasa oo E:;’i Pendapatan | . o, (Rp)
Layanan . BLUD yang
sah
1 2 o 3 4
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawau
R s
A —
Dst

Belanja Barang dan Jasa
e —

Dst

Belanja Bunga

Bl sersnsnnsnannanes

Dst

Belanja Lain-lain
B ocimins pasts
Dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah
a. i
B F—
| Dst

Mesin

Belanja Gedung dan
Bangunan

a. .. .

Dst

Belanja Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

B iiiariiemeiiie

Dst

Belanja Aset Tetap Lainnya
" TRPRE———-.
Dst




No Uraian

Sumber Dana

BLUD

Layanan Hibah

Pendapatan
BLUD yang
sah

SiLPA

APBD

Jumlah
(Rp)

Jumlah

Rencana Pendapatan per
Triwulan
Trivulan IV :Rp cciiniiinn

Jumlah :Rp.....c.cooes

IR G

Labuan Bajo, .................

Direktur,

.20..




6. Format Dokumen Rincian DBA Pembiayaan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR: x-mo.xx.xx.xx.00.0.00.6

No Uraian Jumlah

1 2 3
1. | PEMBIAYAAN |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi

Dst
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Dst

Jumlah
Rencana Pendapatan per Triwulan - Labuan Bajo, ........ccceeneees 20..
Triwulan | D e Direktur,
Triwulan II {7 o R SSUEURIS N R . i
Triwulan I11 S e s st
Triwulan IV 1 ) )
Jumlah R e R, R




7. Format Rincian Dokumen Kebutuhan per Unit BLUD dan Dokumen
Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD

RINCIAN DOKUMEN KEBUTUHAN PER UNIT

“ﬂt : FERISAEREAA IR AR R RS

RSUD KOMODO
TAHUN ANGGARAN 20XX
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Dana
i i, | St Ket
No. | Barang/ | Spesifikasi | Jumlah | ¢ 8% | M 21 | Satuan | Ruang | = =%
Jasa atuan | HEIEH ngan
Total

Teknis Kegiatan

NIF. ......

Kepala Unit/Pejabat Pelaksana

Labuan Bajo, .......
Kepala Unit Program/Keuangan di bawah

Pejabat Keuangan,

ifgddaFidfdariddaidddddiRddaddikddmddidFiidiedFiss
MR ciieniniis s




8. Format Rincian Dokumen RBA Anggaran Belanja per Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR: X-XX.X-X.X-XX XX XX XXX XX..

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Dana

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator Tolak Ukur Belanja Target Kinerja
 Capaian Program
Masukan
Keluaran
Kelompok Sasaran Kegiatan:
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN
Rincian Perhitungan
ml::;n; Tiikis Rincian Perhitungan % -
Volume Satuan g
Satuan
| 2 3 4 5 6
J
Jumlah [Rp)
Nilai Ambang Batas belanja sebesar
Rencana Penarikan per Triwulan Labuan Bajo, .......ccovennn 200,
Triwulan [ SRRDY ki Direktur,
Triwulan 11 'Rp v
Triwulan Il : RP voovvenen.
Triwalan IV P RP ccceicenciniensnnies,  —
I i s R R
Jumlah S B G e




9. Format Ringkasan DBA (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

Uraian

Jumlah (Rp)

PENDAPATAN

Retribusi jasa layanan kesehatan

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Hibah

Hasil kerjasama dengan pihak lain

Pendapatan dari APBD

Lain-lain pendapatan BLUD vang sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

El-elanja Gedung dan Eangunan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

e — ——— — — e c— ———

Jumlah

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengunaan SiLPA) TA Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/ Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiyaan Neto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas belanja sebesar Rp..........

Rencana Penarikan per Triwul Labuan Bajo, .......cc.e00e.0.20.,
Triwulan [ 3 RPN srsawsusmisanisnnnsnimsnpnssnnning Direktur,
Triwulan 11 T,
Triwulan 11 T RP il
QAR sssusisuanssmwanessiormosckb




10. Format Ringkasan DBA (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NOMOR. :x-xx.xx.xx.xx.00.0.00.4

No. Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
PENDAPATAN
Retribusi jasa layanan kesehatan
B
b. ....
B ks
Dst

Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

C

Dst

Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Eﬂ' re e

B

C

Dst

Pendapatan dari APBD

[ P

C

Dst

Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum yang sah

C

Dst

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai




Jumlah (Rp)

Belanja Lain-lain

ﬂ-! LA L g

b. ....

C

Dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

B aess

T

&

Dst

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Jalan, Irngasi, dan Jaringan

a-t L

- T

C

Dst

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

b s

cl EEER

Dst

Jumlah

Surplus (Defisit)




Uraian

Jumlah (Rp)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengunaan SiLPA) TA Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas belanja sebesar Rp..........

Rencana Pendapatan per Triwulan

TR 5 BB . visssnusuinnsnsvisens
Trowalat I 2 RPaiasaainwiviis
Triwulan IV RpP covvvieiivieiniiciiannans

Labuan Bajo,

Direktur,

Jumlah 3 < o P— NIP. .......




11. Format Anggaran Kas Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ANGGARAN HAS PFENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN 20X
Urusan
Pemeriniah E O caas hna st
Crganisasi A A —
Angga- |
1 2 3 B [
00K | xooex.xx | xx | ax | 4 | PENDAPATAN
X | xooeaxx | xx (xx (4 1 | PENDAPATAN
F BLUD
AN | XXX [ xx |xx |4 1|1 Jasa Layanan
XXX | XX xxxw | xx | xx |4 1 (1) xx
NN | Exxxx.xx [ xx | xx |41 (]| xx|xx
XN | X xw | xx | xx |41 (1) xm)xx _
R ER | Xxxacaex (o | xx |4 | 1|2 | x| xx | Hibah
NRXX | RN NNNK  xx | xx |4 1|2 xx|xx
oo | oo ew | x| xx |4 | 0 (2] x| xx
XX | XN XXXX | xx | xx |4 | (2 xx | xx
N | mxxxaxx xx | xx |4 |1 |3 xx|xx Hasil Kerjasama
XN | XXX | XX | xx (4|1 (3 xx | xx
m=m.n.n|n xx |41 (3] x| xox
m{m.u xx |4 )1 (3 ) x| xx
XI0LXXK | Xxxax o xx  xx (41|94 x| xx Lain-Inin
' Pendapatan BLUD
yang Sah
M. NN mnnlﬂ xx |4 1[4 xx | xx
XA | Xk xx | xx |4 1|4 | xx | xx
| XXX | MOLXKNKK | XX [ XX (4 1[4 | xx | xx S




Kode Rekening Uraian ‘“}_‘:" mmmwmmmmm
1 2 3 | L 6 7
RAXXK | XONIORN | xx | xx (415 ) xx | xx Pendapatan AFBD '
O | x| xx | xx (4|1 |5 ) xx|xx
NN | e . wx | ax [xx |4 (1|5 | xx | xx
xx |4 (1|5 || xx mxx

XXKXX | XN KX KX | XX
Jumlah Pencrimaan kas dari

tan BLUD Per Bulan.....

Jumlah Penerimaan kas dari Pendapatan BLUD Per Triwulan. ...




12. Format Anggaran Kas Belanja

PEMERINTAH HKABUPATEN MANGGARAI BARAT

ANGOARAN KAS BELANJA
TAHUN ANGGARAR 20XX
Lhrusan
Pemenintah B TRy st st
ﬂ'l'F'l"-.ﬂ. = KK NE
. | :
Kode Rekeoning Uraian whknhnhphm Iu-l-pnu Now
1 | 3 ] 5 6 7
200NN | X.JOLXX0E | M Program BLUD xxx ' '
AEENN | XL NN | Ex | xx Kegiminn PILUD xcx |
AXXEX | Xa XX XX | XX | xx | 5 Sub Kegimtan BLUD oo
Ak | amxxxx am [ xx | 5| 1 BELAN.IA
EXEEE Eaxaxax xx | xx(5)1 )1 BELANJA OPFERAS]
NN | R xaxx xx | xx|S5|1 1 Belanjoa Pogawni
Exxax | oo awmn faow (xx (5] 1 )1 [xx
20000 | X [x (xx (5101 | xx | xx
pxkun | xamoorxx (xx (xx |51 ] |x=|=xx
xI00X% | XExAxxX (xx | xx (5|1 2 | =x Belanja Barang dan Jasa .
EEKEE | xaxxxxx xm (xx |51 2| =%
ot | Exxxxxk (am (a5 1 2| xx mx
Narak | Kook vew [xm |51 2| xx Ex
e [ Kaxmxx (xx (mx [ 5]2 1 (== BELANJA MODAL
XIOLEX | xIorxxxx (xx | xx | 5|2 ]| xx Belanja Modal Tanah
o | x| xx | ax |52 1| xx ) ax
LExEN | Aaworas  am | mx |52 1 | xx | xx
ot | xocaxxx xx (xx (5|2 2 [ xx Belarmga Modal Peralatan dan
Mesin
o | xxorxxxx | xx | xx |52 )2 [ xx
waogan | xocxe e | o (x| 5|2 | 2| aoe | xx
XJO0KN | X OCXEXK XX [xx | 5|2 |2 | xx | X% _ - |




an b Mar Ape [Mei Jun Jul [Ags Sep ok

Anggs-

Belanja Modal Gedung dan

Belanja Modal Jalan Irigasd
Belanja Modal Aset Tetap
Belanjn Modal Aset Lainnya

P

5t mlm_m
TR -

mEonT TeeTn nenoooel

W.
THELE nufu“uamm
!

I M It E!:!!:EM
T EEEEEEE

HUKY HUEN sEEEEBY

BEE unug nnunnun

5NN NX nmumﬂn xx|[5]2]|3 xx

m
jiHEE mmm_wm
TR

EANAN | N OKN XX KN
X KX XK
I.m AKX XX,

E.ERAR

Dircktur

Labuasn Bage, ....oooninis




13. Format Anggaran Kas Penerimaan Pembiayaan
FPEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

REUD KOMODO
ANGGARAN KAS PENERIMAAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGOARAN 20XX
Urusan
Pemerintah A
Kode Rebening Uraian mhmnmmmm}mmmm
i 3 4 = o 7
o | W | ew | xw | 6 1 PFEMBIAYAAN
x| xoorkas | wx | x| ) ) PENERIMAAN PEMBIAY AAN
Ao | Mooy | mx am |61 )1 PEMBIAYAAN
Penggunman Sisa Lebil
Eanam | mooxxy (e | xm | 6| 1) 1| Em wmm
L | o | ww | mm |6 )1 |1 | omm fomm
e e | ove e |omw foaew | B | 0 ) 1| oem | x|
Ly | Ry | x| xm 61| 2| == DHvestasl
Loy | xamorwx | mx x| 1| 2| =
oo | oo w | woe | aem | f | L [ 2| mow | oo
kK | REncn s | fxm |0 | 1 | F | mn | Em | omm
pakax | xExxeay |ax (axx (6| 13| Penerimaan Lisng/ Pinjeman
et | e e | mow oo (B ) 1|3 | mm
o | ararwx | e | & | 1| 3 ) x| oam
mnws | manmewn |xw (xn |61 |3 )| x| = _
b s 5B o = —— =
Labuats Bajo, ......oorrrvmmrees 20
Mengesahbonn,
Direktur



14. Format Anggaran Has Pengeluaran Pembiayaan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
REUD KOMODO
ANGGARAN KAS PENGELUARAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 200X
Urusan
Pemnerintah . o AT
Organisas: 0 e v, TPTPPTTE e — . - : : R
1 i AL X 3 g = [} 7
N | KRN ER  Ex | xx | G FPEMBIAYVAAN
MMM | NN | Mx | x| B ) 3 PENGELUARAN PEMBEIAY AAN
EEEE: xaxxmwm o | mm (62| 3 PEMEIAYAAN
Exxxs  ExEHrEx  xx | xx |62 |3 | Investas
oo | e x| [6]2 ]2 ==
EXNEAE | xaxnxn  on (xm |6 F | @ || xm | KR
Pembuiyus o Pobiok I
ENENE | xamimax kx| xx |6 2|3 Ut P
x| Axmimx |am | xm (6213 e
,mn:;munﬁjﬂ'!nm' |
| oo | wooxaonos | xox |xox | 602 |3 o e e | E - .
| Jumlah Pengeluaran kas dari Pengeluaran Pembiyaaan BLUD per Bulan B
Jumlah Pengeluaran kas dan Pengeluaran Pembivasan BLUD per Triwulan
Labuian Bafo; oo 20..
Mengesahkan,
Direkiur




15. Format Perubahan Rincian DBA Pendapatan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

PERUBAHAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR. :x-xx.xx.xx.xx.00.0.00.4

Uraian

Sebelum Setelah
Perubahan @ Perubahan

Tambah /

3 4 5

PENDAPATAN

Retribusi jasa layanan kesehatan

Pendapatan dari APBD

- A

B s

cl' LE R

Dst

Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum
yang sah

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan | 3 1 S

Jumlah R o G

Labuan Bajo, ......coeuveeeenn 20,

Direktur,

T R LR R L L L E RS T
| 1 e e




16. Format Perubahan Rincian DBA Belanja BLUD

Sumbser Daara Sumber Dann
=== BLUD == BLUD | APAD | Jumiah T;rnt-h.r
Jaa ‘"-“ F.mq."h'm.., iipa | APBD | Jumian plass | Hanll b patan (Rpi
i Keja. 00 1D yang -t ] v LUD yung [A-PA
naly malh
3 3 s A 7 a 9 0 | 11 12 12 14 | 15 16 17
BELANJIA
DBELANJA OPERASI
Peianjn Fegnwai
.
b
Dt
Belanja Barung dan Jasa
| -
b _
Dt
Belanjs Bungs
| -
g
Ot
Belanjs Lain-lain
[ g—
b
Diat !




lﬁllu-ﬂlglhd-: Setelub Porubmbinn
L Bumber Dunn Sumber Dann
BLLUID BLUD APRD | Jumiah = Tambabh/
Laya Hibsah LA,
[ _;"" nan Hams -hm
F 3 4 5 & T 10 11 12 13 14 15 16 17
BELANIA MODAL
Belanjs Tanah
| TP
.
D=
Belanja Peralatan dan Mesin
e —
‘--ﬂl
i 18
Belnngn Oecung dan Bangunan
[ -
B ...
D

Belanja Jnalan, Irgasi. dan
aringan




Setaplurn Perubahan Hetelah Peruhahan
Sumber Dans Sumber Dana
_ BLUD Hmm APHD | Jumiak Tambah/
Jans LH"I H’I — APBD | Jumlah (088 | Hianil lnin | "
nan ik nan Bama -h
3 3 5 [ 7 A 9 1D 11 12 13 14 15 16 17

Telanja Aset Lainnys

b

Dt

Jumlah

“Nila ambeang batas perubahan
anggaman ofal belunjns sebessr
[ —
Rencans Pendapatan per Triwulan Labuan Bago, ... — adily

Triwulan | TRp e Direktur,

Triwulanll  Rp..... e trarsasnss

Trwulen il CRP

Triwlmn IV P i W .

TERT LIRS ST, i |
Jumnlah Rp i a NP, " o




17. Format Perubahan DBA Anggaran Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PERUBAHAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR. :x-ror.xx.xx.xx.00.0.00.6

= ¥l Sebelum Setelah Tambah /Kurang
x5 — Perubahan Perubahan (Rp)

1 2 | 3 4 1 5

PEMBIAYAAN ‘
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi

Dst
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman |

Dst

Jumlah

Rencana Pendapatan per Triwulan Labuan Bajo, .......ceieiienenn 20..
Trivulan I : RP cocicrinraemsmnsennnnnasiasns Direktur,
Tiiwalan = RPinaniiusaneniasie. | e




18. Format Rincian Perubahan Dokumen Hebutuhan per Unit
RINCIAN DOKUMEN KEBUTUHAN FER UNIT PERUBAHAN

m 5 ommEm RS EEEd R EEEE R B
REUD KOMODO
TAHUN ANGGARAN 30XX

i Schelum Perubahan kﬁfm"*“ i
No, Spesifi- Harga | Jumlbah Spesifi- Harga |
Barang/Jasa asi Jumiah Satuar | Harga Batunn | Ruang | Ket Yoand Jumlakh R Harga Satuan Ruang | Ketermngan
= Toul | - =
Labuan Bajo, ... i
Derelciur,
[ —



19. Format DBAP untuk Dokumen Perubahan Rincian Anggaran Belanjar per kegiatan BLUD

. PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 20XX
NOMOR. |X-300. 300 300 XN, 00 XN X0
PO = 3 coassssssmsnnrienie
In:ht-:nl -
Sub Kegintan
Bumber Dapa 2 oo
- e Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanjs Kegiatan BLUD o
' indikater ~ Sebelum Perubahan Sctclah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja | = Target Kinecja | Tolak UkurKinegja =~~~ Terget Kinerja

_Capaian Program .
(Masulean | — a—— - | A ] —— S ———
| Kehinran |
Kelompok Sasaran Kegiatan: — I

RINCIAN DOKUMEN BIENIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan | Rincian Perhitungan Setelah Perubahan Lehih
Kode Relers Urad Rincian Perhitungan Jdumlsh | |, _ Rincian Perhutun Jumiah | Kurang

Volume | Satuan | Taril (Rpl Rp) Volume E"ﬂ”‘" Taril (Rp} {Rpi (R

. Jumlah (Rp| Jumlah
Nilal mmbang batas perubahan anggeran total belanja sebesar Rp........ Labuan Bajo, ......coooonne
Bencana Pendapatan per Triwulan
Triwuilan | B ining s e b e s Direklur,
Triwulan 11 tRp ... o
Triwulan 111 IR ok il ik e e
Trivulan IV { ;
Jm -&-;--------------':-- TTETIaTE T, Hul' i 0




20. Format Ringkasan DBA Perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20xx
NOMOR: X-XX.X-X-X-X-XXXXX

No Uraian

Sebelum Setelah

Perubal Perubal Tambah/Kurang

1 2

3

4 S

PENDAPATAN

1. Retribusi jasa layanan kesehatan
Retribusi Pemanfaatan Barang Milik
Daerah

Hibah

Hasil kerjasama dengan pihak lain
Pendapatan dari APBD

Lain-lain pendapatan BLUD vang sah
Jumlah

O R )

BELANJA
1. Belanja operasional
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Lain-lain
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
¢c. Belanja Gedung dan Bangunan
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
f. Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja
Surplus (Defisit)
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembivaaan
a. Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya
b. Divestasi
c. Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. [Investasi
b Pembayaran Pokok
* Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)

Nilai ambang batas perubahan anggaran total
belanja sebesar Rp...........

Rencana Pendapatan per Triwulan
Triwulan III :Rp ...coocvnnen
Trivulan IV I Rp .....coenvens

Jumlah :Rp...

SRS ESESEESERFFE R RS R LR R R R R R A e
HIF: R e

Labuan Bajo, ...........c.......20.,

Direktur,




21. Format Perubahan DBEA-Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO

PERUBAHAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX

Sebelum Setelah Tambah/
No. Uraian Pecihal Perubal K
1 2 3 4 ]

A. | PENDAPATAN

Retribusi jasa layanan kesehatan

- -

b. ....

- JA——

Dst

Retribusi Pemanfaatan Barang
Milik Daerah

Dst

Pendapatan dari APBD

aﬁll

L 2
h‘l‘ rERE

B

Dst

Lain-lain Pendapatan Badan
Layanan Umum yang sah

B. | BELANJA

Dst

Belanja Barang dan Jasa

T




Sebelum

Perubahan

Dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Dst

Dst

Dst

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengunaan SiLPA TA Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman




No. Uraian

— e —

Sebelum Setelah Tambah/

1 _ 32

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
(SiLPA /SiKPA)

Nilai ambang batas perubahan anggaran
total belanja sebesar Rp...........

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan | $ | RO ——
% Toiwlan IV & RP cierseesvisenrsessresasssnnnsnrans

Labuan Bajo, .......cc..ev.-... 200,

Direktur,

gl raevdaiddaiehd i inddidndgndER iR RaEFRAERREES
IR cannmcas nemmmes R




DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN !%%M*""
. BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH mxm | wx | wm | x=x 00 | 000 | & D
_Tahun Anggaran 20xx
Orrgar i sl : R JEIRE oy ponsesossnsonrassrenains
Rinelan Dokumen Pelaksanaan Perubaban Anggaran Pendapatan
Satusn Kerja Perangkat Dacrah
Rincun Perhitungan Sebelum | Rincian Perhitungan Setelah Ny
Ferubaban Perubahan i
Kode Rokening Uraian Tarit] | Fusiah Tarif] | Jumian | {Eeos
Volume | Satuan | Harge | [Rp) Hargn | _(Rp)
1 2 3 4 | 5 6 7 H 9 10 11
4 | Pendupatan
(41 PAD
41114 _ Lain-Lain PAD Yang Sah
EARNENE - 1Fm:thnBle
41114 o xn | | Pendepaten BLUD
41112 xx xx xx Pendapatan BLUD
== | -
_-Jumiah
Rencana Prnerimaan Per Triwulan .
Triwulan 2 © RPo o N Mengeanhkin
Triwulan 3  : Rp..... s Prjabat Pengriola Keuangan Dacrah,
Triwulan4 :Rp..... s
(BE]
Juminh BB ., | R R sl
NIP, oo




23. Format Perubahan DPA Belanja

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN _
BATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH NRx EN |

e T g 4| o

Urusan Pemerntah T il P
Orpanisus e S o
Unit Ovganisasi : i e i b e b
Jumlah Tahun n-1 Rp. i Hot e b bbb i i
Jumlah Tashunn Rp. ; b P A S § e

=

 Kelompok Sasaran Kegiatan: ..o |
Rincian Angguran Perubahen Belunjn Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ,

Bumber Dana T ¥ — -

| Waktu Pelaksunaan -: Muls. .. Sampai. .. .




Kode Relkening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Lebih / Kurnng
| 2 3 4 ]

S|1]1 Belunja Pegawai
EXENENTY BLUD
S 111 Joaex!oex Helanja Pegawal BLUD
5 (1|0 Ixx ax/ xx H BLUD
S/1]2 | Belanjn Barang dan Jasa
51112 xx Belanja Barang dan Jasa BLUD
5112 == xx Belarya Barang dan Jasa BLUD
51112 »xx i xx Belania Barang dan Jasa BLUD
5[(1]3 Helarya Modal Tanah
5[(1]3|x= Modal Tanah BLUD
5113 |xx!=xx B Modal Tanah BLUD
5 [ 1|3 |xx]ox xx | Belangs Modal Tanah BLUD
5[1]4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Bl1]4|x= Peralatian Mesin
511 |4 | xx!x Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
5|14 |xx xx|xx |Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
EENNE Belanja Modal Dat

Jumlah Anggaran Sub Kegiatun

Jumlah Anggaran Kegiutan
Rencans Penerimaan Per Triwulan
Labuan Bajo, i
Triwulan 1 : Rpea.s "
Triwulan 2 L Pejabat Pengelola Keuangan Darerah,
Triwulan 3 4 - T—— -
Triwulan 4 : Bp..... (tecd)
Jumlah M 1456 RRRRE— |

[p.-.r--.r-.r.-u.--nlrnr---- [ Lt




Bebelum
Perubahan

Penggunann Sisn Lebih Perhitungan Anggaran [SiLPA)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran [Sil.PA) BLUD

Penggunasn Sisa Lebih Perhitungen Anggaran (SiLPA)] BLUD

Penggunasn Sisa Lebih Perhitungan Angguran [SiLPA) BLUD

Divestam

Divestast BLUD

Divestasi BLUD

Divestasi BLUD -

Ponerimann Utang/Pinjaman

Penerimaan Utang/Prmjaman BLUD

Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD

- E- =0 6 - == ]

| | et |t | et |t | e | |

e e e i | =
niuln] |uje

Penerimann Uiang/Pinjaman BLUD

Jumlah Penerimaan AT

l_muili




i
E

Betwelum
Uriian | Perubahan

Lebih /

[ {3t 1t
8lE
B

i
:

HIHHH

-

Pembayaran Pokok Utang yeng Jatuh Tempo Kepada Lembags Keuangan

-

ﬁmumummmrmmmm

[T
W e | e WIHH-H

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keunngan

Rencana Pendapatan per Triwulan Labuian Bajo, .......conmi 20

Triwulan I

Triwulan I
Triwulun 11
Triwulan IV

Jumlah

;Hp.--.,. Ll il i

4 JURTT— e T




C. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

1. Format Tanda Bukti Pembayaran

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI: ......ccous aoans

a. Bendahara Penerimaan BLUD
telah menerima uang sebesar

Nama
Alamat
c. Sebagai pembayvaran

Kode Rekening | . :ﬁ.—lmla_h_[Epl

X200 00 XX XXX

XX XK XOLXX XXX

d. Tanggal uang diterima

Mengetahuwi
Bendahara Pembayar/Penyetor/Kasir ...
Penerimaan BLUD

BRI, (siaasvaniians

Lembar asli :  untuk pembayar/penyetor pihak ketiga
Salinan 1 untuk arsip Bendahara Penerimaan BLUD
Salinan2 :  Arsip




2. Format Surat Tanda Setoran (S8TS)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No. : Bank

No. Rekening @
Harap diterima uang sebesar

(dengan huruf)

Dengan rinl_:ian penerimaan sebagai berikut:

No. . Kode Rekening Uraian Rincian Obyek

Jumlah
(Rp)

Jumlah

Uang tersebut diterima pada tanggal: .....................

Mengetahui: Labuan Bajo, ....ccocieimmsay eses
Direktur, Bendahara Penerimaan BLUD,

IR, issvsnisinivisints NI o
Catatan: STS dilampin slip setoran bank




3. Format Nota Kredit Bank

Nama Bank : Labuan Bajo, .....ccceereq svees
Alamat . Yth.
Direktur RSUD Komodo
di
Tempat
NOTA KREDIT
Telah diterima pendapatan dari: .............. Sebesar Rp.......... dan telah
dikreditkan di nomor rekening .................. atas nama RSUD Komodo di Labuan
Bajo.
Pihak Bank, ..........
ttd
Nama/.Jabatan




4. Format Buku Kas Umum Penerimaan dan Penyetoran BLUD

PEMERINTAH KEABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUKU KAS UMUM PENERIMAAN DAN PENYETORAN BLUD

Terdiri :tari

a. Tunai

b. Saldo Bank

c. Lainnya

Mengetahui/Menyetujui
Direktur,

il

Labuan Bajo, ........

BENDAHARA PENERIMAAN
RSUD KOMODO
Tahun
Anggaran
Periode
Penerimaan Penyetoran Ket
|
No. | No. Bukti[Tang- Pc;la_ Kode | Ura Jum- No. |Tang | Jum-
Transaksi| gal B Rekening | ian |lah | STS |-gal | lah
1 2 3 - S 6 T 8 Y 10 11
Jumlah
Penerimaan
Jumlah
Disetorkan
Sisa Kas
Pada hari ini, Tanggal . Buku Kas Penerimaan dan meetoran
BLUD l:hturup nleh kami dan lern:lapat Baldﬂ Kas sebesar Rp... .. (Terbilang:

Bendahara Penerimaan ELUU




5. Format Register STS

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
REGISTER STS
RSUD KOMODO
TAHUN ANGGARAN ......... easrsssann

Bendahara Penerimaan
Bulan

No. | No. STS | Tanggal Rﬂi&ui?ng Uraian | Jumlah | Penyetor Ket

1 2 3 4 9 b 7 8

Mengetahui /Menyetujui Labuan Bajo, .....c.ccciiep ssinn
Direktur, Bendahara Penerimaan BLUD,

(AL R R L ELER R LRSS LN EN LR LRSS ESE. LR RS R AR NIRRT ERER SRR PSRRI R RN RN NE TR RN



Format Dasar Perhitungan Uang Persediaan (UP)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
FORMAT DASAR PERHITUNGAN UP
RSUD KOMODO

Keterangan Anggaran _— "

LS UR/GU Total

1 2 3 4 5

Program A

Kegiatan |

Kegiatan 2

Program B

Kegiatan 3

Kegiatan 4

Total Belanja

Rencana Pembavaran-LS

Rencana Pembayaran-UP/GU

Besaran UP




7. Format Surat Permintaan Pencairan Dana Langsung (Surat PPD-LS)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA LANGSUNG
(SURAT -PFD LS|
NOMORE v
Ringkasan Kegiatan
1. Program - TR e ) L P R R P
2.  Kegiatan L T
3. Sub Kegiatan -
No. & Tangeal
4. DBA/DBAP
2. Nama Perusahaan S e e L e
6. Bentuk Perusahaan N A A S N
7. Alamat Perusahaan f i b I A
8. Pimpinan Perusahaan e e i e s
9. Nama & Rek. Bank R e ——————
10. Nomor Kontrak/SPK e s e e S e e
12. Waktu Pelaksanaan S S LSS SCS S LS S L SR s
13. Deskripsi Kegiatan B T e o
Ringkasan DBA/DBAP
Jumlah dana DBA/DBAP Rp.
Ringkasan Anggaran Kas
No. Urut Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah
Sisa dana di luar anggaran kas dan triwulan sebelumnya (I-11)
Ringkasan Belanja
| Belanja UP/GU
Belanja LS
Jumlah
Sisa Anggaran Kas Triwulan beraa}-:?kumn yvang belum dibelanjakan
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN:
No. Kode Rekening Uraian Jumlah
Total
Jumlah PPD yang diminta N R T S A e SR A v
Terbilang F T R RSB LR Sk O] PPT oo T T
Nama dan No. Rek. Bank b S B e S A
Mengetahu: Labuan Bajo, .......cccereey soree
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
.................................. B AN AR AN
NIP, .oooorvaernnen RED: 5isusisisisansins




8. Format Register Pengajuan Surat-Permintaan Pencairan Dana (PPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
REUD KOMODO

REGISTER PENGAJUAN SURAT-PPD

Jumlah S -
L?;it Tanggal Nomor Surat-PPD Uraian UP = u;_t.r L ':E;i
|1 2 3 4 5 6 7
Jumlah
Labuan Bajo, ........c.u. yiwein

Bendahara Pengeluaran BLUD

ttd




9. Format Surat Otorisasi Pencairan Dana (OPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT s n;:ru Pencairan
(OPD)
(UP/GU/LS)
Nomor: .....
Nomor DBA S e Dari
Tanggal DBA
Nomor PPD A T LIy Tahun Anggaran ! ...............
Tanggal PPD L AECLARE R . -
BLUD S
Bank/POS  f oo,

Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar S An AT A

Terbilang B R s e
o T ——
No. Rekening S R
Bank/Pos N R AT R Y
UBRIEE. 2 cciaresnrarasansespsannts
No. Kode Rekening Uraian Jumlah
Total Rp.
Potongan-potongan:
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 luran Wajib Pegawai
2 Tabungan Perumahan Pegawai
3 BP.JS Kesehatan
4 Dst....
Total Rp.
Informasi: (potongan pajak tidak mengurangi jumlah pembayaran)
No, Uraian Jumlah Keterangan
1 Utang PPh Pasal 21/22/23
2 Utang PPN
3 Dst....
Total Rp.
OPD vang dibavarkan Rp. ccoeiiiiernnann
Jumlah yang diminta B i vians
Jumlah potongan W vsnnsaaass
Jumlah vang dibayarkan W
biiiiciiasinn viaisniis ]
Labuan Bajo, ............... T
Direktur,
B e s )




10. Format Register SBurat-Otorisasi Pencairan Dana (OPD)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO
REGISTER SURAT-OPD
No. Nomor Surat- . Jumlah Surat-OPD (Rp)
Urut | Tanesal OPD vren T GU LS
1 2 3 4 9 6 7
Jumlah
Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, .......icmeeep s
Direktur, Pejabat Keuangan BLUD,

PNAE Gaiianbiadiiiis




11. Format Register Surat Penolakan Penerbitan Surat-PPD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT-PPD

No. Urut

Tanggal

Nomor Surat-PPD

Uraian

Jumlah Surat-PPD (Rp)

uUup

GU

L3S

2

3

4

D

6

7

Jumlah

Mengetahui/ Menyetujui
Direktur,

Labuan Bajo, ...............

»

Pejabat Keuangan BLUD,

ttd

[, | | AR e—




12. Format Surat Pencairan Dana (Surat-PD)

Surat Pencairan Dana
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Surat-PD)
(UP/GU/LS)
Nomor; .....

Nomor DBA B R ok Dan T —
Tanggal DBA N i R R e
Nomor OPD - P Tahun Anggaran fP e
Tanggal OPD B b
BLUD -

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor: ..............
Terbilang b e e e pi SR LG

;
Kepada L
NPWP i

" ATERINANSANdSEESFEEFTFESYTETIEARRERRES

No. Rekening Y man AR s
Bank/Pos Y R R
Untuk e AR

No. Kode Rekening Uraian Jumlah

Total Rp.

n-potongan:

No. Uraian Jumiah Keterangan

luran Wajib Pegawai

Tabungan Perumahan Pegawai

BPJS Kesehatan

B W I -

Dst....

Total Rp.

Informasi: (potongan pajak tidak mengurangi jumlah
_pembayaran)

No. Uraian Jumiah Keterangan

1 Utang PPh Pasal 21/22/23

2 Utang PPN

3 | Dast....

Total Rp.

Surat-PD yang dibayarkan IR o iiiibalas
Jumlah yang diminta BB i

Jumlah potongan 1
Jumlah yang dibayarkan ;¢ -

Labuan Bajo, .......ccooover,
Pejabat Keuangan BLUD,




13. Format Register Surat Pencairan Dana (Surat-PD)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RSUD KOMODO
REGISTER SURAT-PD
No. No. Surat-PD (Rp) Uraian Jumlah Surat-PD (Rp)
T
Urut anganl UP GU LS UP GU LS
| 2 3 4 5 6 ['d

Jumlah

Labuan Bajo, ........cc....n g
Pejabat Keuangan BLUD,
ttd
N
;|| -




14. Format Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD

BENDAHARA PENGELUARAN
RSUD KOMODO
Tahun Anggaran
Periode
No. No. Tang- Kode r

Transaksi | gal Rekening | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo

Jumlah

Jumlah saat ini, tanggal
Jumlah s.d. bulan lalu
Jumlah saat ini, tanggal

Pada hari ini, ............... Tanggal ............ Buku Kas Umum u:htutup oleh kami
didapat dalam Kas di Beﬂdﬂ.hara Pengeluaran sebesar Rp... .. (Terbilang:
terdiri dan
a. Uang Tunai
b. Saldo Bank
e. Panjar
d. Uang Pajak
Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, .
Direktur, Bendahara Fengcluaran ELUD
ttd ttd
) | 1 RIP. coiiiecnicinng



15. Format Buku Kas Pembantu Tunai

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BUKU KAS PEMBANTU TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KOMODO

Tahun Anggaran

Periode

No.

No. Transaksi

Tanggal

Uraian |

Penenmaan Pengeluaran

Saldo

Jumlah

Mengetahui/Menyetujui

Direktur,

ttd

BRI IR AR A FEFE R R R PR
N[P!‘ EFFANER N FF RN

Labuan Bajo, ....ccicusieeeey suses
Bendahara Pengeluaran BLUD

ttd




16. Format Buku Kas Pembantu Simpanan Bank

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BUKU KAS PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KOMODO

Tahun Anggaran

Periode
No. | No. Transaksi | Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 R 5 [E 6 7
Saldo Awal
JUMLAH
Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, ............... - i%ens
Direktur, Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd




17. Format Buku Kas Pembantu Panjar

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUKU KAS PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN
RSUD KOMODO
Tahun Anggaran
Periode
No. | No. Transaksi | Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Awal
JUMLAH
Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, .......coceeniny vunes
Dircktur, Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
| | R, | | SR




18. Format Buku Kas Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
RSUD KOMODO

Tahun Anggaran
Periode

No. | No. Transaksi | Tanggal Uraian Penerimaan | Pengeluaran Saldo

Jumlah

Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, .....cccoimiiiny oo
Direktur, Bendahara Pengeluaran BLUD

ttd ttd



19. Format Buku Kas Pembantu Per Rincian Obyek

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BUKU PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBYEK
BENDAHARA PENGELUARAN

RSUD KOMODO

Tahun Anggaran

Periode
Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

Rekening

Jumlah Anggaran

Murmi

Jumlah Anggaran Perubahan

No. Bukti . ;' , .
No. | No. BKU Transaksi Tanggal Uraian Belanja LS | Belanja UP/GU | Saldo
1 2 3 4 S 6 7 8
Saldo Awal
Jumlah
Mengetahui /Menyetujui Labuan Bajo, ....c.ccocceaey ...
Direktur, Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
11 | R —




20. Format Permintaan Pencairan Dana Pejabat Keuangan (PPD-PK)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
FORMAT DASAR PERHITUNGAN UP

|PPD-PK)
Nomor: .......

PERMINTAAN PENCAIRAN DANA PEJABAT KEUANGAN

Ringkasan Kegiatan
Nomor dan Tanggal DBA/DBAP

Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan
Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan
Nama Pimpinan Tertuju Pengeluaran Pembiayaan
Nama dan Rekening Bank
Nomor Kontrak /SPK
Deskripsi Kegiatan

-l LR

Ringkasan DBA/DBAP

Jumlah dan DBA/DBAP

> Ringkasan Anggaran Kas
0.
Urut Anggaran Kas

1. Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

nall Dol

Trniwulan 4

Jumlah

Sisa dana diluar anggaran kas berkenaan dan
triwwulan sebelumnya (I-11)

§ 18

Ringkasan Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

Rp.

Sisa Anggaran Kas Triwulan bersangkutan yang
belum dibelanjakan (II-11I)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN:

Kode
No. Rekening Uraian

| Jumlah

Total

Jumlah PPD PK yang diminta
Nama dan Nomor Rekening Bank : ......cccoeefireviriieennnnn

Labuan Bajo, ...............
Mengetahui,

§ mEE

Pejabat Keuangan BLUD

ttd

NIP. ..




21. Format Surat Otorisasi Pencairan Dana (OPD) PK

mmw;mmw Bk Otockiasl Toaiitsan
Dana (OPD)
PEJABAT KEUANGAN
Nomor: .....
Nomor DBA Dari
Tanggal DBA
Nomor OPD PK Tahun Anggaran | ............
Tanggal OPD PK
Bank/Pos :
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor: ..............
Uang sebesar
Terbilang
Kepada
NPWP
No. Rekening
Bank/ Pos
Untuk Y i S e
No. Kode Rttnn.ln; Uraian Jumlah
Total | Rp.
Poto -potongan:
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 | luran Wajib Pegawai
2 | Tabungan Perumahan Pegawai
3 | BPJS Kesehatan
4 .. =
Total Rp.
Informasi: (potongan pajak tidak mengurangi jumlah
_pembayaran OPD)
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 | Utang PPh Pasal 21/22/23
2 Utang PPN
3 Dst....
Jumlah | Rp.
OPD yang dibayarkan Rp. ...
Jumlah yang diminta Rp. ..
Jumlah potongan Rp. ...
Jumlah yang dibayarkan B asilivsimnsiiverarriab it
SRTYRIRRE R
Labuan Bajo, ........cccoeuey woin
Direktur,




22. Format Surat Pencairan Dana (Surat PD PK)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI Surat Pencairan Dana
BARAT (Surat-PD PK)
(UP/GU/LS)

' Nomor DBA O PTIO T e A e P Dari
Nomor OPD S AR N AN AA SRR AL Tahun Anggaran
Tanggal OPD
BLUD
Bank/Pos
Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor: ..............
Uang sebesar s
Kepada D AR R e
NPWP :

No. Rekening
Untuk B i R e S s
No. Kode Rekening Uraian Jumlah

—1 —1 —

Total | Rp.

No. Uraian Jumlah Keterangan
1 luran Wajib Pegawai

2 Tabungan Perumahan Pegawai

3 BPJS Kesehatan

4 Dst....

Total Rp.

Informasi: (potongan pajak tidak mengurangi jumlah pembayaran SURAT-PD PK)
No. Uraian Jumlah Keterangan

1 Utang PPh Pasal 21/22/23

2 Utang PPN

3 Dst....

Total Rp.
Surat-PD yang dibayarkan IR - - e
Jumlah yang diminta T -
Jumlah potongan : o+ SRR R ATt
Jumlah yang dibayarkan ; | 14+ T
i Labuan Bajo, ........cceeeenp suesi
Pejabat Keuangan BLUD




23. Format Register Surat PPD PH, Surat OPD PK, Surat PD PK

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
REGISTER SURAT-PPD PK, SURAT-OPD PK dan SURAT-PD PK

Surat-PPD Sural-OPD Surat-PD Uraian | Jumlah (Rp)
e Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal = Nomur |
1 2 3 % 5 6 7 | 8 9
.{. —
Jumlbah
Drirektur, Pejabat Keuangan BLUD
[ 3 it Bt
NIP. .. W e



24. Format Buku Kas Umum Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUKU KAS UMUM
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD
RSUD KOMODO
Tahun Anggaran
Periode
No, Tr a::akm Tanggal | Kode Rekening 1 Uraian Penerimaan | Pengeluaran | Saldo !
! 2 3 4 '| A 6 7 8 |
Saldo Awal
330 0K 300 XX XXX
1. XKL O XU XX |
|

Jumlah
Jumlah saat ini, tanggal
Jumlah s.d. tanggal lalu
Jumlah saat ini, tanggal
Sisa Kas .
Pada hari ini, .......ccceue.. Tanggal ............Buku Kas Umum ditutup oleh kami didapat dalam Kas
Pejabat Keuangan BLUD sebesar Rp (Terbilang: ........cc.coeiiiiiindd)
terdiri dan :
a. Saldo Bank
b. Pajak
Mengetahui/Menyetujui Labuan Bajo, .
Direktur, Pejabat I{ﬂmngnn ELUD
NP ccsaaaass [, | |



25. Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ Bendahara Pengeluaran

BLUD)
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
PERIODE .. ivvinucsasansiivamuesns

1. Saldo Awal PR csarannniarian

2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan BB siuiivinnia

3. Melalui ke rekening Bendahara Penerimaan . ¢ - RN

4. Melalui ke rekening BLUD BB cosiiavvisis

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) R oo
Jumlah penyetoran/pengeluaran

1. Penyetoran ke rekening kas BLUD BB sliieysives

2. Pengeluaran lain-lain D s essesnirisove

Saldo kas di Bendahara |14+ AU

Menyetujui, Labuan Bajo, ......c.ceeeui. S——
Direktur, Bendahara Penerimaan BLUD



26. Format Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara

Pengeluaran BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

Total

Uang Persediaan Awal Periode

Uang Persediaan Akhir Periode

Labusan Bajo, ....c.cviiip sense
Bendahara Pengeluaran BLUD

ttd

SR R AL R R R R R L AR LR SRR LR PR R




27. Format Laporan Penutupan Kas

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan ...... RRRROOR 1 | | TR———
Kepada Yth.
dJTE'mpat
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Manggarai Barat No. ........ Tahun

..-... Mmengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama
ini disampaikan Laporan penutupan Kas Bulanan yang tetrdapat di
Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Komodo adalah sejumlah Rp.................
dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1 BSaldo awal bulan tanggal ... Rp

A.2. Jumlah Penerimaan... Rp

A.3. Jumlah Pengeluaran... Rp

A.4. Saldo akhir bulan tanggal... Rp

Saldo akhir bulan tanggal ....... terdiri dari saldo di Kas Bendahara
Pengeluaran sebesar Rp.............. yang terdiri dari:

- Saldo kas tunai sebesar Rp....

v 4 Saldo kas di rekening Bendahara sebesar Rp....
3. Saldo Pajak ssebesar Rp....

Labuan Bajo, ......cccceuvuny onenn
Direktur,

L A —




28. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
LAPORAN PERTANGOUNGIJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

[SPJ BELANJA BULANAN)
BLUD
Pemimpin BLUD
Bendahara Pengelusran BLUD
Tahun Anggaran
Bulan
SPJ-LS Gaj mfﬁ"‘” SR UP/GU Jumiah SR —
Kesddir Jumlah LE+UP/OL)
Rekrning Kiohien m‘:‘nﬁ‘ﬂ‘:‘nlﬁ‘;‘mﬁ: s.d Bl Fogu
I kil b Ind -
Lowtuy Ini | Labu Iml | Lol 1]
Jumiah I
Ponerimaan
1 sP2D
2 Potongan Pujak
1} PPN
3} FFh 1l
3 PPh22
4) PPh 23
3 Lain-labn
Jumlah Peoerimann
Pragelusran
I 8SPRJ LS-UP/GU)
2  Ponyetoran Pajk
1] PPN
3 PPh21 |




SRS Gen | STLO BATIRE | g upiau | dumish S0
i LT UP/GU) B
Uraian ""“I"'l""‘m""""m“"u:d.:d Pagu
Hi Al 3 1] Rl 2] [£1] Anggarnr
Lot | ™| b | eina | ™ | e | e | ™ ] i e
3 Pih22
4] PPFh I3
Laviry - by
Jumial Peogelusran
Saldo Kas
Jumlak Setoran
Baldo Albir
Mervwetujid, Labusn Bajo, ... P,
Direlerur, Bendaharm Pengelusian BLUT
Marma MNoma
|| [, 11—




29. Format Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

No.

Uraian

C.

Jumlah (Rp)

Bertambah
(Berkurang)

DPA

Realisasi
s.d.

bulan
lalu

Realisasi
bulan ini

s.d.
bulan

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerja Sama

Lain-Lain Pendapatan BLUD
_yang sah

Jumlah Pendapatan
BELANJA OPERASI N
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Lain-lain
BELANJA MODAL
Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

| Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalanan, Irigasi dan
Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja |

Surplus/Defisit
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penghitungan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SILPA)
Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
| Investasi

| Pembayaran Pokok

. Utang/Pinjaman

= e

Jumlah

Pembiayaan Netto

'SiLPA Tahun Berjalan

Direktur,

NIP. .....

NIP. ....

Mengetahui,
Kepala SKPD/PPKD



30. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
Jl.... Labuan Bajo

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

NOMMIT § sesnsssonsessennnsasssesnsnosssaserssnssssassasasnessoaneruss !
1. Nama BLUD : RSUD Komodo
2. Kode OTgansiasi :.......c...ceiiieeeimiimemsenremnsessnsssssssssssssssoressssrenssns
No/Tgl
3. DPA/DPPA T S
4. Kegiatan 3
Yang bertanda tangan di bawah ini:
a. Nama T Tmmm——— T SR A
b. Jabatan : Direktur RSUD Komodo Selaku Pemimpin

BLUD

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas realisasi
pendapatan yang telah diterima dan/atau belanja yang telah dibayarkan
kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang sumber dananya
berasal dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama, dan Lain-lain
Pendapatan BLUD yang sah dan digunakan langsung pada bulan ......... tahun

anggaran .................... . (Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan terlampir).

Bukti-bukti pendapatan, belanja, dan pembiayaan di atas disimpan
sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas/pemeriksa. Apabila di kemudian
hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya
atas kerugian daerah di maksud dan dapat dituntut penggantian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Labuan Bajo, 20xx
Direktur,

-----------------------------------------




31. Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan (SP3BP) BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RSUD KOMODO

-

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Untuk mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sejumlah:

l. Saldo awal sebelumnya : Rp
2. Pendapatan PP ot i
3. Belanja 5 -+«
4. Pembiayaan Netto S Gk
2. Penyesuaian : Rp
6. Saldo bulan berkenan  : Rp

' Dasar Pengesahan Urusan Organisasi Nama BLUD

—— o

Program/Kegiatan
B oo siniin L T ———————
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Rp. Rp.
|
_Jumliah Pendapatan Jumlah Belanja
! Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
. Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
Rp. Rp.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp. Jumlah Pengluaran Rp.
; - Pembiayaan
' Jumlah Penyesuaian lebih Rp. Jumlah Penyesualan | Rp.

Labuan Bajo,  20xx
Kepala Dinas,




32. Format Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN BLUD
Nomor SP3BP Nama
Tanggal SP3BP BUD/Kuasa BUD
Kode BLUD Tanggal SP2ZBP
Nama BLUD Nomor SP2BP
Tahun Anggaran : ..........ccoeeee
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
1. Saldo awal SR e st s SO N B
3. Belanja SRD s
4. BSaldo akhir Rp .ovenne
Telah disahkan pembiayaan sejumlah:
. Penerimaan Pembiayaan :Rp ......cccoccvvvinrernennnn,
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp ..ccoccciivniniiininnenn
3. Pembiayaan Netto L T ST v b
4. Penyesuaian ¢ P P A A e
3. SILPA SRR s s i s S
Labuan Bajo, 20
BUD/Kuasa BUD
NIP.




D. FORMAT LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1.

Format LRA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20XX dan 20X!*1)

(Dalam Rupiah)

Uraian

Tahun Berjalan (20xx)

Realisasi

Anggaran

Realisasi

%

20xix1)

O oo ~] v L7 S Wb | 2
-]

10
11

13
| 14
15

‘ 16
17

19
20
21

22
23

25

27
28
29
30

31
32
33
34

35
36

37

| Pendapatan

Retribusi jasa layanan kesehatan
Retnnbusi Pemanfaatan Barang
Milik Daerah

Hibah

Hasil Kerja sama dengan Pihak
Lain

Pendapatan dari APBD

Lain-lain Pendapatan BLUD yang
Sah

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal

 Belanja Tanah
18

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus (Defisit)

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan
Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya
Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah Penerimaan

' Pengeluaran Pembiayaan

Investasi
Pembayaran Pokok
Utang/Pinjaman
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran |

i HE HE

g 88 4§48

d &8

i HH HE

:
:
:

EEEER EEEE

EEEEEE RN R

HHEEEEEEN EEEE

HA(HEEEEEE HEEEE

||

HE| B8 (H/REE EEH

HiAH 88 (H|E8E

HEL IR R

HHE B8 |HjHEE




2. Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20X!=1)

(Dalam Rupiah)
No Uraian 20xx | 20xix1)
1  Saldo Anggaran Lebih Awal XXX 200
' 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan {xxx] | (xxx) |
Tahun Berjalan
3 | Sub Total XXX 0K
4 | Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran XXX XXX
(SILPA / SiKPA)
| 5 | Sub Total XXX XXX
6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 300K XXX
7 | Lain-lain XXX XK
8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir XXX oK




3. Format Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20Xix1)
(Dalam Rupiah)

Uraian 20xx

g

ASET
Aset Lancar
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas pada BLUD
Kas Lainnya Setara Kas
Investasi Jangka Pendek BLUD
Piutang Operasional BLUD
Piutang Non Operasional BLUD |
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
10| Belanja Dibayar Dimuka
11| Uang Muka Belanja
' 12| Persediaan BLUD
13 | Jumlah Aset Lancar
14 | Aset Tetap
15| Tanah
16 | Peralatan dan Mesin
' 17| Gedung dan Bangunan
18 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan |
| 19| Aset Tetap Lainnya '
20 | Konstruksi dalam Pengerjaan
21 | Akumulasi Penyusutan
22 | Jumlah Aset Tetap
23 | Piutang Jangka Panjang
24 | Tagihan Penjualan Angsuran
25| Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
26 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
27 | Jumlah Piutang Jangka Panjang
| 28 | Aset Lainnya
29 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga
30| Dana Kelolaan
31| Aset yang Dibatasi Penggunaannya
32| Aset Tak Berwujud
33| Asel Lain-lain
34| Akumulasi Amortisasi
35 | Jumlah Aset Lainnya
36 | Jumlah Aset

37 | Kewajiban

38 Kewajiban Jangka Pendek

39 Utang Lavanan

40 | Utang Pihak Ketiga

41 Utang Pajak

42 | Belanja Yang Masih Harus Dibayar
43 | Pendapatan Diterima Dimuka

O e 1L b N -

AHAEHERE QEEE HMAREHEE HPEHHEEHENEE

=ada

HAMEEEEE HEEE MEAGEEEE HEBHEHHEEEEE

§EHEH
#8848

>




Uraian

&5 £|8

47

R -

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas
Ekuitas
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

20xx | 20xix1)
p 5.8 XXX i
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX




4. Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 20XX dan 20X*1)
(Dalam Rupiah)
No Uraian 20xx | 20xen | Nk |
(Turun)
1 | Kegiatan Operasional
2 | Pendapatan |
3 Retribusi jasa layanan XXX | XXX XX XXX
kesehatan . |
4 Retribusi Pemanfaatan XXX XXX XXX XXX
Barang Milik Daerah :
5 Hibah xxx | xocx XXX XXX
6 Hasil Kerja sama dengan XXX | XXX XXX XXX
Pihak Lain
T Pendapatan dari APBD XRX XX XXX XXX
8 Lain-lain Pendapatan XXX | X XXX XXX
BLUD yang Sah |
9 Jumlah Pendapatan XXX = XX XXX XXX
10 | Beban |
11 Beban Pegawai XXX XXX XXX XXX
12 | Beban Persediaan XXX XXX XXX XXX
13 Beban Jasa XXX XXX XXX XXX
14 | Beban Pemeliharaan XXX XXX XXX XXX
15| Beban Perjalanan Dinas XXX XXX XXX XXX
16 Beban Bunga XXX XXX XXX XXX
17 Beban Penyisihan XXX XXX XXX XXX
18 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
19 Beban Amortisasi XX XXX XXX XXX
20 | Jumlah Beban KK XXX XXX XXX
21 | Surplus (Defisit) dari XXX XXX XXX XXX
Operasi ,
22 | Kegiatan Non Operasional '
23 | Surplus (Defisit) Penjualan XXX | xxx XXX XXX
Aset Non Lancar
24 | (Kerugian) Penurunan Nilai XXX XXX XXX XXX
Aset
25 | Surplus (Defisit) dari Keg. XXx XXX XXX XXX
Non Op. Lainnya
26 | Jumlah Surplus (Defisit) XXX XXX XXX XXX
| dari Keg. Non Op
27 | Surplus (Defisit) sebelum KX b+ XXX XXX
Pos Luar Biasa -
28 | Pos Luar Biasa B '
29 Pendapatan Luar Biasa 00K XXX XXX XXX
30 Beban Luar Biasa XXX XXX XXX XXX
31 Jumlah Pos Luar Biasa prove™ XX oK xR
32 ‘ Surplus (Defisit)-LO XXX XXX XXX XXX




S. Format Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX dan 20X~
METODE LANGSUNG
(Dalam Rupiah)

No ~ Uraian 20xx | 20xi=-1)
1 | Arus kas dari Aktivitas Operasi

2 Arus Masuk Kas

3 Retribusi jasa layanan kesehatan XXX XXX
+ Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah XXX XXX
5 Hibah XXX XXX
6 Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain XXX XXX
7 Pendapatan dari APBD XXX XXX
8 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah XXX | XXX
9 Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
10 | Arus Kas Keluar XXX XXX
11 Pembayaran Pegawai XXX XXX
12 Pembayaran Barang dan Jasa XXX XXX
13 Pembayaran Bunga XXX XXX
14 Pembayaran Lain-lain XXX XX
15| Jumlah Arus Masuk Kas XXX XXX
16| Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi XXX | XRR
17 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi ‘

18 | Arus Masuk Kas

19 Penerimaan Penjualan atas Tanah XXX XXX
20 Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX
21 Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan XXX XXX
22 | Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
23 | Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap XXX XXX
24 Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnyva 10X XXX
25 Penerimaan dari divestasi XXX XXX
26 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX
27 | Jumlah Arus Masuk Kas XXX XX
28 | Arus Keluar Kas

29 Perolehan Tanah XXX XXX
30 Perolehan Peralatan dan Mesin XXX XXX
31 Perolehan Gedung dan Bangunan XXX | xoxx
32 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX | xxx
33 Perolehan Aset Tetap Lainnya XXX XXX
34 | Perolehan Aset Lainnya | XXX XXX
35 | Pengeluaran Penyertaan Modal XXX XXX
36 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | xxx XXX
37 Jumlah Arus Keluar Kas XXX XXX
38 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi XXX XXX
39 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

40 Arus Masuk Kas

41 Penggunaan SiLPA TA Sebelumnya XXX XXX
42 Divestasi XXX XXX
43 Penerimaan Utang/Pinjaman XXX XXX
et Jumlah Arus Masuk Kas KXK XXX
45 Arus Keluar Kas

46 Investasi

47 Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman XXX
48 Jumlah Arus Keluar Kas | XXX | XXX
49 Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX




No Uraian 20xx | 20xi=1)
50 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris _- |
51 | Arus Kas Masuk .' |
52 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | XXX = XxX
53 | Jumlah Arus Kas Masuk XXX XXX
54 | Arus Kas Keluar I
| 99 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX | KXX
| 56 | Jumlah Arus Kas Keluar | XXX XXX
57 | Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitorls | sox | xox
58 | Kenaikan/Penurunan Kas BLUD | xxx  xxx
59 | Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD XXX @ XXX
60 | Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD XNX | XXX




6. Format Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 20X(=1)

(Dalam Rupiah)

No Uraian 20xi=-1)

Ekuitas Awal

Surplus (Defisit) LO

Wk

Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-lain

HEEEIR L]

e 8 g8 B

4 | Ekuitas Akhir




7. Format Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX DAN 20Xix1)

1.1
1.2
1.3

ni

2.1
2.2
2.3

3.

3.1
3.2
3.3

4,
4‘- 1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Pendahuluan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan BLUD
Gambaran umum BLUD
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan BLUD

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapain target yang telah
ditetapkan

Iktisar Kebijakan Akuntansi

Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan BLUD
Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK BLUD
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LK BLUD

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan-LRA

Belanja

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pos-pos Neraca

Aset

Kewajiban

Ekuitas

Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan-LO

Beban

Surplus Non Operasional

Defisit Non Operasional

Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Perubahan Ekuitas

Ekuitas Akhir

Penjelasan atas informasi non keuangan BLUD
Penutup L



E. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT 3.1: CONTOH KEPUTUSAN PEJABAT BERWENANG TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

KOP SURAT

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO

Menimbang

Mengingat

ATAS NAMA .....oivvveriniinnes DKK

. bahwa piutang negara atas nama ...., telah diurus secara optimal

oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang Negara
Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai
ketentuan mengenai penghapusan piutang negara/daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ...

Tahun ..., piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Komodo atas nama ....... telah memenuhi

ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan ....... tentang Penghapusan Secara Bersyarat
Terhadap Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Komodo Atas Nama .........., dkk.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427 1),

. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2104);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355|;ﬁ



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layvanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 20... tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum Daerah pada
Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai
Barat.

: Persetujuan Dewan Pengawas/PPKD yang ditunjuk Bupati

Manggarai Barat Nomor .... tanggal .... tentang Persetujuan
Penghapusan Piutang Daerah.

MEMUTUSKAN:

: Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan

Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Komodo (Nama BLUD) Atas Nama .......... , dkk.

: Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang

Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Komodo atas nama Penanggung utang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ... ini.

: Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang Badan

Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Komodo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak
menghapuskan hak tagih Negara terhadap Piutang Negara atas
nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya
Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah. ¢



KETIGA : Keputusan Pemimpin BLUD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Manggarai Barat.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Inspektur Kabupaten Manggarai Barat.

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Manggarai Barat.

5. Kepala BPKAD Kabupaten Manggarai Barat.



FORMAT 3.2 : CONTOH LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT BERWENANG TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN .........cccocniinicinnniinn
TANGGAL : 20%x
NOMOR : TAHUN 20xx
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

DAFTAR PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO
YANG DHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

N Pen Nilai Yang | Surat Pernyataan
Y e mf;}?ﬁ“ﬂ“g Dihapuskan PSBDT PUPN
ang ) (Rp) Nomor | Tanggal
1. PUPN
2. Manggarai
3. Barat
dst
Jumlah
BEEP. s i oS am kA
- 4 r:'lt;"l *' J:"“ BUPATI MANGGARAI BARAT,
) TTD
DO NG :..;:%'w!*.*é*” EDISTASIUS ENDI [

AFTUTTIG 20404 b U0



